BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI MIMIKA
NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

E

i

BUPATI MIMIKA,

bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4890), maka
perlu di bentuk pedoman Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Mimika.

bahwa untuk  maksud  tersebut pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP} dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Undang- undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
pembentukan Provinsi Otonomi Iian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2097);

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan I[rian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya
Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3894);



Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 735, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4131), sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun
2008 tentang Penetapan peraturan pemerintah penganti
undang-undang nomor 1 tahun 2001 tentang otonomi
khusus bagi provinsi Papua menjadi undang-undang
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keungan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400};

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perobahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310};

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana
Aksi  Pencegahan  dan Pemberantasan Korupsi
Tahun 2011;



10. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun
2007 Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun
2017 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah di Kabupaten Mimika (Lembaran
Daerah Tahun 2017 Nomor 4 Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Mimika Propinsi Papua : 04 / 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PEDOMAN TEENIS

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN MIMIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Mimika.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mimika.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Mimika.

Instansi Pemerintah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat
atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Inspektorat Kabupaten Mimika adalah aparat pengawasan intern
Pemerintah Kabupaten Mimika yang bertanggungjawab langsung ke
pada Bupati Mimika.

Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Mimika.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya
disingkat BPKP adalah aparat pengawas intern pemerintah yang
bertanggungjawab langsung kepada Presiden.



10.

11.

12.

13.

14.

13.

16.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,
keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah selanjutnya disingkat
SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern vang diselenggarakan secara
menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya
disinglkat Satgas SPIP adalah personil yang merupakan Pegawai Negeri
Sipil/ Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah daerah yang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mimika dan
mendapatkan bimbingan pelatihan tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah serta bertugas melaksanakan pemetaan ( Diasnostic
Assesment) SPIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
pemerintah daerah Kabupaten Mimika dan mengsosialisasikan SPIP,

Kesekretariatan Sistem pengendalian Intern Pemerintah adalah personil
yang merupakan Aparatur Sipil Negara dilingkungan daerah yang
dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Mimika
Nomor:700/ /Inspektorat 2018 tanggal 25 Mei 2018 bertugas dalam
pengadministrasian penyeleggaraan kegiatan Satgas SPIP yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi,

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah terdiri
dari unsur lingkungan pengendalian, unsur penilaian resiko, unsur
kegiatan pengendalian, unsur informasi dan komunikasidan
pemantauan pengendalian pengendalian intern. Penerapan unsur-
unsur SPIP tersebut dilaksanakan menyatu dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari kegiatan pemerintahan.

Sub Unsur- sub unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah
terdiri 8 (delapan) sub unsur lingkungan pengendalian, 2 (dua) sub
unsur penilaian resiko, 13 (tiga belas) sub unsur kegiatan
pengendalian, 2(dua) sub unsur informasi dan kemunikasi, dan 2 (dua)
sub unsur pemantauan pengendalian intern. Penerapan sub unsur-sub
unsur SPIP tersebut dilaksanakan menyatu dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari kegiatan pemerintah daerah.

Tahap Pemahaman (Knwowing) adalah tahap untuk membangun
kesadaran (awareness building) dan menyampaikan persepsi.

Tahap Pemetaan (Mapping) adalah tahap dilakukan Diagnostic
Assessment guna mengetahui kondisi pengendalian intern dan
mendapatkan gambaran kondisi penerapan SPIP, sehingga dengan
mudah diketahui peta penerapan SPIP yang akan dilaksanakan OPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika dengan menggunakan
unsur-unsur 3PIP sebagai acuan.
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18.

19,

20.

21.

22,

23

24,

23,

26.

Tahap  Infrastruktur (Norming) adalah tahap membangun
fondasi/infrastruktur system dimana sub unsur SPIP yang belum ada
infrastrukturnya atau infrastruktur yang ada belum memadai (area of
improvement) maka setiap OPD harus mengembangkan dan membuat
rencana Aksi, membangun infrastrukiur yang perludimiliki atau
memperbaiki infrastruktur yang ada.

Tahap Internalisasi (forming) adalah suatu proses yang dilakukan SKPD
untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi sebuah kegiatan
operasional sehari-hari dan diataati oleh seluruh pejabat atau pegawai,
hal ini membangun unsur-unsur SPIP meliputi penerapan perubahan,
yaitu mengubah kebiasaan lama.

Tahap Pengembangan Berkelanjutan (Performing) adalah tahap agar
infrastruktur yang ada tetap dapat memberi manfaat yang optimal
terhadap pencapaian tujuan instansi, maka pada tahap ini perlu
dilakukan proses pemanfatan umpan balik yang diperoleh dari berbagai
bentuk pemantauan penyelenggaraan SPIP.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap
penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksankan sesuai tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan
efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.

Reviu Dokumen adalah kegiatan menelaah dokumen berupa peraturan,
ketetapan, kebijakan, dan prosedur tertulis dengan tujuan memastikan
keberadaan dan kesesuaian substansi peraturan dimaksud.

Wawancara adalah kegiatan Tanya jawab dengan responden vang
dimaksudkan untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan
SPIP.

Observasi adalah kegiatan pengamatan vang harus dilakukan dalam
kegiatan pemetaan, terutama untuk penyelenggaraan SPIP yang masih
berlangsung.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau
prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang
telah ditetapkan, dan menentukan factor-faktor yvang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau
kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah adalah petunjuk teknis melaksanakan atas Peraturan
Bupati Merauke tentang penyelenggaraan SPIP, yang merupakan
pedoman atau panduan sebagai langkah awal dalam tahapan proses
penyelenggaraan SPIP di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten
Mimika.



BAB II
SISTEMATIKA PEDOMAN

Pasal 2

Sistematika Pedoman Teknis SPIP adalah:

BAB1:

BABII :

BABIIT :

BAB IV :

BAB V

BAB VI :

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, tujuan dan ruang lingkup
pedoman serta sistematika pedoman teknis penyelenggaraan
system pengendalian intern pemerintah

KONSEP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bab ini membahas konsep dasar yang terkait dengan latar
belakang SPIP, pengertian umum dan tujuan SPIP, Dalam bab ini,
juga dijelaskan pengertian tiap unsur SPIP serta keterkaitan
antara tiap unsurnya.

PENYELENGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH.

Bab ini menguraikan prinsip umum penyelenggaraan SPIP, tahap
penyelenggaraan SPIP dan lingkup penyelenggaraan SPIP.

KERANGKA DAN CARA PENGGUNAAN PEDOMAN

Bab im1 menguraikan sfruktur pedoman teknis umum
penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari 5 unsur, hubungan antar
sub unsur dan cara penggunaan pedoman

: URAIAN SUB UNSUR - SUB UNSUR SISTEM PENGENDALIAN

INTERN PEMERINTAH

Bab ini menguraikan sub unsu-sub unsur dari 5 (ima) unsur
SPIP, berikut pengertian, manfaat, tujuan, parameter dan
indicartor.

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi hal-hal penting vang perlu
diperhatikan kembali dan penjelasan atas penggunaan pedoman
ini.

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati Mimika
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dengan peraturan Bupati ini.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati Mimika ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Mimika
Pada tanggal, 29 Juli 2019

BUPATI MIMIEKA,
Tid
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika

Pada tanggal, 29 Juli 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATENMIMIKA

ttd
MARTHEN PAIDING

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA NOMOR 18

iy sesuai dengan aslinya
PERLA BAGIAN HUKUM

AMBIA WADAN SAO, SH
"PENATA Tk. 1
5710523 200701 1 011

CoHp2



Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 18 Tahun 2019
Tanggal, 29 Juli 2019

SUSUNAN PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

KATA PENGANTAR

Dalam manajemen pemerintahan modern, system pengendalian
intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksankan
pada setiap SKPD dilingkungan Pemerintah. Secara keseluruhan sistem
pengendalian intern pemerintah yang baik akan memberikan jaminan
terhadap kualitas dan kinerja pemerintah vang baik akan memberikan
jaminan terhadap kualitas dan kinerja pemerintahan secara keseluruhan,
schingga penyelengaraan pemerintahan dapat memenuhi prinsip-prinsip
good govermance dan clean government dan terhindar dari tuntutan hokum
administrasi, perdata pidana.

Sistem pengendalian intern diselenggarakan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bagi tercapainva efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan asset Negara yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel dapat tercapai.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas system pengendalian
intern diperlukan pengawasan dan pembinaan dari Aparat Pemerintah.
Inspektorat Kabupaten Merauke sebagal Aparat Pengawas Internal dalam
melaksanakan pengawasan dan pembinagan terhadap system Pengendalian
Intern Pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka
diperlukan suatu penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.
Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP yang mengacu pada Pedoman SPIUP
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bertujuan
menjelaskan tahapan proses penyelenggaraan SPIP bagi SKPD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Mimika.

Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan
dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat diharapkan sebagai
bahan penyempurnaan.

INSPEKTUR KABUPATEN MIMIKA
TTD
YULIANUS SASARARI, 5.50s
NIP.19620613 198403 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman
C. Sistimatika Pedoman

BAB IT KONSEP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
A. Latar Belakang SPIP
B. Pengertian Umum dan Tujuan SPIP
C. Unsur — Unsur SPIP

BAB III PENYELENGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
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B. Tahapan Penyelenggaraan SPIP
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moowe

BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN - LAMPIRAN
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DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I ; PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SPIP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
LAMPIRAN 11 : QUESIONER PELAKSANAAN SPIP

LAMPIRAN III : PANDUAN KERTAS KERJA PEMENUHAN
PARAMETER
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PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah dalam hal ini Kabupaten Mimika, selain wajib
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,
untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
transparan, serta akuntabel, juga bertanggungjawab atas efektivitas
penyelengaraan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika. Tanggungjawab ini meliputi upaya mengembangkan
dan menerapkan semua unsur system pengendalian internal pemerintah

Untuk memperkuat efektivitas penyelenggaraan system pengendalian
intern diperlukan kegiatan pembinaan yang mengacu pada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
[ntern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Bupati Mimika Nomor.... Tahun

Tentang system penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan PemerinTaha Kabupaten Mimika, pembinaan
penyelenggaraan SPIP ditingkat Pemerintah Kabupaten Mimika dilakukan
oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan
Provinsi Papua sedangkan pengawasan dilaksanakan oleh [Inspektorat
Kabupaten Mimika. Pembinaan meliputi kegiatan sosialisasi SPIP,
Pemetaan (diagnostic Assement) SPIP dan menvusun pedoman teknis
penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
Penyusunan pedomanteknis penyelenggaraan SPIP ini, merupakan
pedoman yang bersifat umum, yang menjadi panduan dan langkah awal
instansi pemerintah daerah dalam menerapkan SPIP.

B. Tujuan dan Ruang Lingkup Pedoman

Pedoman Teknis penyelenggaraan SPIP dilingkungan pemerintah
Kabupaten Mimika disusun dengan tujuan agar tersedia standar acuan
yang memberikan arah bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan
system pengendalian intern. Pedoman ini diharapkan akan dapat
membantu mulai pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
sampal kepada pelaksana dalam menerapkan SPIP dari 5 (lima) Unsur,
sub unsur, parameter, indikatorserta cara penggunaan pedoman dalam
penyelenggaraan SPIP dilingkungan pemerintah daerah, sebagaimana
vang telah ditetapkan dalam PP nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor: ..... Tahun
..... tentang penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.
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C. Sistimatika Pedoman
Sistimatika pedoman adalah sebagai berikut:

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB VI

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latarbelakang, tujuan dan ruang lingkup
pedoman serta sistimatika pedoman teknis penvelenggaraan
system pengendalian intern.

KONSEP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Bab ini membahas konsep dasar yang terkait dengan latar
belakang SPIP, pengertian umum dan tujuan SPIP. Dalam bab
ini, juga dijelaskan pengertian tiap unsur SPIP serta
keterkaitan antar tiap unsurnva

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH

Bab ini menguraikan prinsip umu penyelenggaraan SPIP,
tahap penyelenggaraan SPIP dan lingkup penyelenggaraan
SPIP

KERANGKA DAN CARA PENGGUNAAN PEDOMAN

Bab ini menguraikan struktur pedoman teknis umum
penyelenggaraan SPIP yang terdiri dari 5 unsur, hubungan
antar sub unsur dan cara penggunaan pedoman

URAIAN UNSUR DAN SUB UNSUR SPIP
Bab ini menguraikan Sub unsur dari 5 (lima) unsur SPIP,
berikut pengertian, manfaaat, parameter dan indicator

PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisi hal-hal penting vang
perlu diperhatikan kembali dan penjelasan atas penggunaan
pedoman ini.



13-

BAB I
KONSEP SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

A. Latar Belakang

Selama satu decade terakhir, peran system pengendalian
intern di lingkungan instansi pemerintah mendapat perhatian luas
dari para auditor intern, auditor ekstern, penyusun laporan keuangan,
asosiasi profesi, dan badan - badan legislative serta para birokrat,
Salah satu issue yang menjadi perhatian adalah banyaknya kejadian
vang terkait dengan kegagalan intern dalam penglolaan bisnis dan
pemerintah.

Di lingkungan pemerintahan, permasalahan yang menjadi
issue nasional antra lain, pertama adalah masalah opini tidak
memberikan pendapat (disclaimer) dan tidak wajar (adverse) oleh
badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah
daerah. Opini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan public
terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan Negara.
Kedua adalah masalah penverapan anggaran yang relative rendah
serta lambat oleh pemeriantah daerah. Hal ini akan mengakibatkan
laju pertumbuhan ekonomi, khususnya disektor riil, dan yang pada
akhirnya akan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan
kesempatan kerja dan menekan tingkat kemiskinan. Isue lainnya vang
masih mendapat perhatian publik adalah issue yang terkai dengan
korupsi.

Banyak pihak berpendapat bahwa salah satu penyebab
terjadinya permasalahan tersebut diatas adalah karena kelemahan
system pengendalian intern. Dilingkungan pemerintahan, opini
disclaimer dikarenakan tidak memadainya kompetisi sumber daya
manusia pengelola keuangan Negara, khususnya dibidang akutansi.
Sedangkan tingginya tingkat korupsi, terutama disebabkan oleh
pemberantasan korupsi yang masih bertumpu pada penindakan
(represif] dari pada pencegahan (preventif) yang mencakup pengelolaan
resiko dan kegiatan pengendalian.

Kelemahan penyelenggaraan system pengendalian intern juga
terjadi karena banyak dijumpai keterbatasan dan hambatan dalam
pelaksanaannya, yaitu:

1. Pimpinan instansi pemerintah masih belum sepenuhnya menyadari
pentingnya system pengendalian intern.

2. Perspektif pimpinan instansi pemerintah dan auditor atau
evaluator terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern belum
sepenuhnya mendukung terciptanya lingkungan pengendalian
vang memadai.

3. Kesalahan - kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil, baik
sengaja maupun tidak sengaja.

Selain itu, dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan
daerah yang bersih dilingkungan pemerintah, pemerintah telah
melakukan reformasi dibidang keuangan Negara, vaitu Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, dan
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Undang-Unadang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan
tanggungjawab dan pengelolaan keuangan Negara. Disamping itu,
dalam rangka otonomi daerah, pemerintah telah menerbitkan Undang-
Undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 dan
Undang-Unadang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang telah diubah menjadi
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Reformasi dibidang keuangan Negara tersebut membawa
implikasi pada pengelolaan keuangan Negara yang terdesenteralisasi
dan diwujudkan dalam suatu system yang transparan, akuntabel, dan
terukur. Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, maka diperlukan
suatu system pengendalian intern yang dapat memberikan keyakinan
yvang memadai atas tercapainya tujuan instansi secara efektf dan
efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara khusus, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun
2004 pasal 58 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa dalam rangka
peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan Negara, Presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan
menyelenggarakan system  pengendalian intern  dilingkungan
pemerintahan secara menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan
pemerintah. Dalam penjelasan pasal-pasalnya disebutkan Bupati
mengatur lebihlanjut dan menyelenggarakan system pengendalian
intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah (PP} Nomor 8 Tahun
2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah,
pada pasal 33 ayat 1 dijelaskan, bahwa untuk meningkatkan
keandlan laporan keuangan dan kinerja sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah tersebut, setiap entitas pelaporan dan
akuntansi wajib menyelenggarakan system pengendalian intern sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Terbitnya PP no 60 Tahun 2008 tentang SPIP, selain sebagai
amanah dari reformasi di bidang keuangan Negara, juga ditujukan
untuk mengatasi permasalahan diatas yang dihadapi oleh pemerintah.
Melalui perbaikan SPIP secara berkelanjutan diharapkan pada
akhirnya akan meningkatkan keandalan pelaporan keuangan
pemerintah, efisiensi dan efektivitas kegiatan dari ketaatan pada
peraturan. Selain itu perbaikan system pengendalian intern dapat
menciptakan iklim yng kondusif untuk mencegah KKN serta akan
memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan Negara yang bermuara
pada tata kelola pemerintahan yang baik.

. Pengertian Umum dan Tujuan SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut PP Nomor 60
Tahun 2008 tentang SPIP adalah:
“Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan danseluruh pegawai untuk
memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi
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melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan”.

Pengertian tersebut mengarahkan pada empat tujuan yang ingi
dicapai dengan dibangunnya SPIP, yaitu:

1. Kegiatan Yang Efektif dan Efisien

Kegiatan instansi pemerintah dikatakan efektif bila telah
ditangani sesuai dengan rencana dan hasilnya telah sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu
pengendalian harus dirancang agar efektif untuk menjaga
tercapainya tujuan. Sedangkan, efisien biasanva dikaitkan dengan
pemanfaatan asset untuk mendapatkan hasil, kegiatan instansi
pemerintah dikatakan efisien bila mampu menghasilkan output
yvangberkualitas tinggi (pelayanan prima), dengan bahan baku
(sumber daya) yang sesuail dengan standar.

2. Laporan Keuangan Yang Dapat Diandalkan

Tujuan ini didasarkan pada pemikiran utama bahwa informasi
sangat penting untuk pengambilan keputusan. Agara keputusan
vang diambil tepat sesuai kebutuhan, maka informasi vang
disajikan harus  handal/layak  dipercaya, dalam  arti
menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Karena jika laporan
yvang disajikan tidak memadai dan tidak benar, maka akan
menyesatkan dan dapat mengakibatkan pengambilan keputusan
vang salah serta merugikan organisasi

3. Pengamanan Aset Negara

Aset Negara diperoleh dengan memnbelanjakan uang yang
berasal dari masyarakat, terutama dari penerimaan pajak dan
bukan pajak, yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan Negara.
Pengamanan asset Negara merupakan isue penting yang mendapat
perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat. Hal ini
disebabkan karena kelalaian dalam pengamanan asset akan
berakibat pada mudahnya terjadi pencurian, penggelapan dan
bentuk manifulasi lainnya. Kejadian terhadap asset tersebut dapat
merugikan instansi pemerintah yang pada akhirnya juga akan
merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa. Upaya pengamanan
asset ini antara lain dapat dilakukan melalui kegiatan
pengendalian, seperti pembatasan akses pengguna aset, data dan
informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.

4. Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan.

Setiap kegiatan dan transaksi merupakan suatu perbuatan
holkum. Oleh karena itu, pelaksanaan transaksi atau kegiatan
harus taat terhadap kebijakan,rencana, prosedur dan peraturan
perundang undangan yang berlaku. Pelanggaran terhadap aspek
hokum dapat mengakibatkan tindakan pidana maupun perdata
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berupa kerugian, misalnya berupa tuntutan oleh aparat maupun
masyarakat.

Keempat tujuan tersebut diatas tidak perlu dicapai secara
khusus atau terpisah-terpisah. Dengan kata lain, instansi
pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian
untuk mencapai suatu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur
dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu
tujuan pengendalian.

Dari uraian diatas tujuan penyelenggaraan SPIP agar setiap
instansi pemerintah dapat memberikan keyakinan memadai
(reasonable assurance) bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi
pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan
pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada
akhirnya diharapkan pengelolaan keuangan Negara yang efektif,
efisie n, transparan dan akuntabel dapat tercapai.

C. Unsur - Unsur SPIP
Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur

yvaitu:
Unsur 1. Lingkungan Pengendalian

Adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat
membangun kesadaran semua personil akan pentingnya semua
personil akan pentingnya pengendalian intern dalam menjalankan
aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya. Pimpinan dan pegawai
instansi pemerintah perlu memiliki sikap perilaku yang positif,
mendukung pengendalian intern dan memikliki manajemen yang
bersih. Pimpinan harus menyampikan pesan bahwa nilai-nilai
integritas dan etis tidak boleh dikompromikan. Pimpinan juga harus
menunjukkan suatu komitmen terhadap kompetensi/kemampuan
pegawainya serta menggunakan kebijakan dan praktik yang baik atas
pembinaan sumber daya manusia. Pimpinan juga harus memiliki
kepemimpinan yang kondusif guna mendukung pengendalian intern
vang efektif. Disamping itu, instansi pemerintah juga harus memiliki
struktur organisasi dan metode pendelegasian wewenang dan
tanggungjawab yang dapat memberikan kontribusi terhadap
efektivitas pengendalian intern. Instansi pemerintah juga harus
memiliki hubungan kerja yang baik dengan badan legislative serta
auditor internal dan eksternal.

Unsus 2. Penilaian Resiko

Adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan adanya kejadian
yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi
pemerintah, yang meliputi kegiatan identifikasi dan kegiatan analisis
resiko.Pertama-tama, pimpinan perlu menetapkan tujuan yang jelas
dan konsisten yang baik untuk tingkatan instansi maupun untuk
tingkatan kegiatan pendukungnyva. Setelah itu, dilakukan identifikasi
risiko secara menyeluruh, baik resiko dari sumber internal maupun
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eksternal vang dapat mempengaruhi kemampuan instansi pemerintah
dalam mencapai tujuannya. Setelah risiko-risiko identifikasi, instansi
pemerintah perlu melakukan analisis risiko dan mengembangkan
pendekatan yang memadai untuk mengelola risiko-risiko tersebut.
Selain itu, dalam penilaian risiko diperlukan suatu mekanisme untuk
mengidentifikasi perubahan yang dapat mempengaruhi kemampuan
instansi pemerintah tersebut dalam mencapai visi, misi dan
tujuannya.

Unsur 3. Kegiatan Pengendalian

Adalah tindakan vyang diperlukan untuk mengatas: risiko
melalui penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur. Untuk
memastikan adanya kepatuhan terhadap arahan pimpinan yang
suadah ditetapkan, maka perlu ditetapkan kebijakan, prosedur,
teknik, dan mekanisme pengendalian yang memadai dan
diterapkanuntuk setiap kegiatan sebagaimana mestinya. Kebijakan
dan prosedur yang ada haruslah berkaitan dengan instansi
pemerintah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah sebagai
berikut :

a. Semua tujuan yang relevan dan risiko untuk masing-masing
kegiatan penting sudah diidentifikasi pada saat pelaksanaan
penilaian risiko

b. Pimpinan instansi pemerintah telah mengidentifikasi tindakan dan
kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk menangani risiko
tersebut dan memberikan arahan penerapannya.

Kegiatan pengendalian yang teridentifikasi tersebut harus diterapkan

dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Kegiatan pengendalian yvang diatur dalam pedoman pelaksanaan
kebijakan dan prosedur sudah diterapkan dengan tepat dan
memadai

b. Pegawai dan Atasannya memahami tujuan dari kegiatan
pengendalian tersebut

c. Petugas pengawas mereviu berfungsinya kegiatan pengendalian
yvang sudah ditetapkan dan selalu waspada terhadap adanya
kegiatan pengendalian yang berlebihan

d. Terhadap penyimpangan, masalah dalam penerapan atau informasi
vang membutuhkan tindak lanjut, telah diambil tindakan secara
tepat waktu

Kegiatan pengendalian secara berkala dievaluasikan untuk

memastikan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut masih sesuai dan

berfungsi sebagaimana diharapkan.

Unsur 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan
untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyvelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses
penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau
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lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk
mendapatkan umpan balik

Untuk  mengidentifikasikan dan mancatat informasi
operasional dan keuangan yang penting terkait dengan peristiwa
internal dan eksternal diperlukan system informasi, Informasi tersebut
dikomunikasikan terhadap pimpinan dan pihak lain dilingkungan
instansi pemerinatah dalam bentuk yang memungkinkan pihak
tersebut melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara efisien
dan efektif. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa komunikasi
eksternal telah terjalin dengan efektif. Selain itu juga perlu dipastikan
bahwa komunikasi eksternal yang efektif tersebut terjalin dengan
kelompok-kelompok yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan
intansi pemerintah.

Unsur 5 Pemantauan Pengendalian Intern

Adalah proses penilaian atas mutu kerja sistem pengendalian
intern dan proses yang memberikan keyakinan, bahwa temuan audit
dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian
intern menilai kualitas kinerja pengendalian intern instansi
pemerintah secara terus-menerus sebagai bagian dari proses
pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu evaluasi terpisah
terhadap pengendalian intern delakukan secara berkala dan
kelemahan yang ditemukan diteliti lebih lanjut. Pelru ada prosedur
untuk memastikan bahwa seluruh temuan audit dan reviu lainnya
segera dievaluasi, ditentukan tangapan vang tepat, dan dilaksankan
tindakan perbaikannya

Keterkaitan kelima unsur system pengendalian intern diatas
merupakan unsur yang terjalin erat satu sama linnva. Proses
pengendalian menyatu pada tindakan dan kegiatan vang dilakukan
secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Oleh
karena itu, yang menjadi fondi dari pengendalian adalah orang-orang
(SDM) didalam organisasi yvang membentuk lingkungan pengendalian
yvang baik dalam mencapain sasaran dan tujuan yang ingin dicapai
instansi pemerintah.

Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub
unsur) yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang
nyaman vang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan
seluruh pegawai., Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang
demikian diperlukan komitmen bersama dalam
melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal yang amat
penting bagl terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya. Dalam PP
nomor 60 Tahun 2008 yang menjadi sub unsur pertama dari
lingkungan pengendalian adalah pembangunan integritas dari nilai
etika organisasi dengan amksud agar seluruh pegawai mengetahui
aturan untuk berintegrasi yang baik dan melaksanakan kegiatannya
dengan sepenuh hati dengan berlandaskan pada nilai etika yang
berlaku untuk seluruh pegawai tanpa kecuali.
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Integritas dan nilai etika tersebut perlu dibudayakan, sehingga
akan menjadi suatu kebutuhan bukan keterpaksaan. Selanjutnya,
dibuat pernyataan bersama untuk melaksankan integritas dan liali
etika tersebut dengan menuangkan pada suatu pernyataan komitmen
untuk melaksankan integritas, nilai etika dan kompetensi yang
merupakan kewajiban pegawai dibidang masing-masing. Komitmen
yang dilaksankan secara preodik tersebut perlu dipantau dan dalam
pelaksanaannya perlu dimbangi dengan adanya kepemimpinan yang
kondusif sebagai pemberi teladan untuk dituruti seluruh pegawai.
Agar dapat mendorong terwujudnya hal tersebut, maka diperlukan
aturan kepemimpinan yang baik. Aturan tersebut perlu
disosialisasikan kepada seluruh pegawai untuk diketahui bersama.

Demikian juga, struktur organisasi perlu dirancang sesuai
kebutuhan dengan pemberian tugas dan tanggungjawab kepada
pegawai yvang tepat. Terhadap struktur vang telah ditetapkan, perlu
dilakukan analisis secara berkala tentang bentuk struktur yang tepat.
Disamping itu, keberadaan pemeriksa pengawas intern perlu
ditetapkan dan diberdayakan secara tepat agar dapat berperan secara
efektif. Hal lain yang perlu dibangun dalam penyelenggaraan
lingkungan pengendalian yang baik adalah menciptakan hubungan
kerja sama yang baik dian tara instansi pemerintah yang terkait.

Untuk membangun kondisi yang nyaman sebagaimana
disebutkan diatas, maka lingkungan pengendalian yang baik harus
memiliki kepemimpinan yang kondusif. Kepemimpinan yang kondusif
diartikan sebagai situasi dimana pemeimpin selalu mengambil
keputusan dengan mendasarkan pada data hasil penilaian resiko.
Berdasarkan kepemimpinan kondusif inilah, maka muncul kewajiban
bagi pemimpin untuk menyelenggarakan penilaian risiko di
instansinya.

Penilaian risiko dengan dua sub unsurnya, dimulai dengan
melihat kesesuian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan instansi
pemerintah dengan tujuan sasarannysa, serta kesesuaian dengan
tujuan strategi yang ditetapkan pemerintah. Setelah penetapan
tujuan, instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern
dan ektern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian
tujuan tersebut, kemudian menganalisisnya untuk mendapatkan
risiko yang probability kejadian dan dampak yang sangat tinggi
sampai dengan risiko yang sangat rendah.

Berdasarkan hasil penilaian risiko dilakukan respon atas
risiko dan membangun kegiatanpengendalian yang tepat ( sebelas sub
unsur ) dengan kata lain, kegiatan pengendalian dibangun dengan
maksud untuk merespon risiko yang dimiliki instansi pemerintah dan
memastikan respon tersebut efektif. Seluruh penyelenggaraan SPIP
tersebut harus dilaporkan dan dikomunikasikan (dua sub unsur)
serta dilakukan pemantauan (tiga sub unsur)secara terus menerus
guna perbaikan yang berkesinambungan.
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BAB Il
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

Prinsip Umum Penyelenggaraan SPIP

Konsep dasar pengendalian memandang bahwa system
pengendalian intern bukan suatu kejadian atau keadaan yang terjadi
sesaat dan mandiri, akan tetapi merupakan suatu rangkaian tindakan
yang mencakup seluruh kegiatan instansi yang dilakukan untuk
mendapatkan keyakinan yang wajar bahwa tujuan akan dicapai.
Tinadakan - tindakan ini melekat dan melingkupi kedalam cara
manajemen dan personil dalam menjalankan kegiatannya.

Konsep dasar tersebut memberikan prinsip umum yang harus
diperhatikan dalam menerapkan SPIP yaitu:

1. Sistem Pengendalian Intern sebagai proses yang integral dan
menyatu dengan instansi atau kegiatan seca terus menerus.

Sistem pengendalian intern adalah suatu rangkaian tindakan
dan aktivitas vang terjadi pada seluruh kegiatan intansi dan berjalan
secara terus menerus. Sistem pengendalian intern bukan lah suatu
system terpisah dalam suatu instansi, melainkan harus dianggap
sebagai bagian integral dari setiap sistem yang digunakan
manajemen untuk mengatur dan mengarahkan kegiatannya.

Sistem pengendalian intern akan efektif apabila dibangun
kedalam infrastruktur suatu instansi dan menjadi bagian dari
organisasi yang dikenal dengan istilah “built-in”. Pengertian built-in
adalah suatu proses yang terintegrasi dengan kegiatan, dalam artian
bukan suatu yang ditambahkan pada kegiatan yang selama ini ada
akan menyatu dengan peklaksanaan sebagai manajemen, nilai dari
perencanaan sampai evaluasi.

2. Sistem Pengendalian Intern dipengaruhi oleh manusia

Sistem pengendalian intern dipengaruhi oleh manajemen dan
personil dalam suatu instansi. Sering dijumpai dalam praktek bahwa
suatu system memiliki pedoman (manual) pengendalian yang baik,
akan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Akibatnya,
pengendalian yang telah dirancang tersebut tidak memberikan
kontribusi positip bagi instansi.

Evektifitas sistem pengendalian intern sangat terbangtung
pada manusia yang melaksankannya. Manajemen menetapkan
tujuan, merancang dan melaksanakan mekanisme pengendalian,
memantau dan mengevaluasi pengendalian. Selanjutnya, seluruh
pegawai dalam instansi memegang peranan penting untuk
melaksanakan system pengendalian intern secara efektif.

3. Sistem pengendalian intern memberikan keyakinan yang memadai,
bukan keyakinan yang mutlak

Perancangan suatu sistem pengendalian intern didasarkan

pada pertimbangan biaya dan manfaat. Selaian itu, betapapun

baiknva perancangan dan pengoperasian suatu system pengendalian
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intern dalam suatu instansi , tidak dapat memberikan jaminan
keyakinan yang mutlak bahwa tujuan intansi dapat tercapai. Hal ini
disebabkan kemungkinan pencapaian tujuan tetap dipengaruhi oleh
keterbatasan yang melekat dalam seluruh system pengendalian
intern, seperti kesalahan manusia, perimbangan yang keliru, dan
danya kolusi.

Sistem pengendalian intern diterapkan sesuai dengan kebutuhan
ukuran, kopleksitas, sifat, tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Sistemn pengendalian intern dirancang untuk membantu
instansi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, bentuk, luasan dan kedalaman pengendalian akan
tergantung pada tujuan dan ukuran instansi, serta sesuai dengan
kebutuhan dan ciri kegiatan serta lingkungan yang melingkupinya,
karakter operasi dan lingkungan dimana kegiatan instansi
dilaksanakan. Dengan konsep ini, tidak ada pengendalian generik
vang dimiliki suatu intansi yang langsung dapat ditiru dan
diterapkan dalam instansi lain.

Sejalan dengan pemahaman tersebut, PP nomor 60 Tahun
2008 juga menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern dalam
menerapkannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas
dan fungsi instansi pemerintah.

B. Tahapan penyvelenggaraan SPIP

Penyelengaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Mimika secara

menyeluruh dapat dibagi dalam tiga tahapan besar vaitu :

1.

Tahap Persiapan, terdiri dari tahap pemahaman dan tahap
pemetaan. Tahap pemahaman mencakup penvusunan
peraturan/kebijakan untuk penyelenggaraan SPIP, pembentukan
satuan tugas (satgas) penyelenggaraan SPIP, pelaksanaan sosialisasi
SPIP bagi seluruh pegawai, dan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan (diklat bagi satgas penvelenggaraan SPIP.

Tahap lanjutannya adalah tahap pemetaan untuk memotret
keberadaan SPIP yang sedang berjalan.

Tahap Pelaksanaan, mencakup tahap membangun infrastruktur,
pelaksanaan kegiatan internalisasi dan pengembangan
berkelanjutan

Tahap Pelaporan, mencakup penyusunan laporan atas seluruh
kegiatan dalam penyelenggaraan SPIP.
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Penjelasan lebih lanjut atas tahapan penyelenggaraan SPIP adalah
sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan
Tahap persiapan merupakan tahap awal dalam penyelenggarakan
SPIP sebagai berikut:
a. Penyusunan Peraturan dan Pedoman Teknis Penyelenggaraan
SPIP
Pada Tahap ini sesuai dengan amanat Pasal 60 PP Nomor 60
Tahun 2008, ketentuan penyelenggaraan SPIP di lingkungan
pemerintah daerah telah disusun lebih lanjut dengan membuat
Peraturan Bupati Mimika tentang penyelenggaraan SPIP di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika. Peraturan tersebut
memuat penyelenggaraan SPIP, penguatan efektivitas serta uraian
dan unsur SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika
sebagi standar acuan yvang memberi arah bagi pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan sistem pengendalian intern. Pedoman ini
diharapkan akan dapat membantumulai pimpinan Satuan Kerja
Pemerintah Daerah (SKPD) sampai kepada pelaksana dalam
menerapkan SPIP di lingkungannya, disesuaikan dengan
Karakteristik fungsi, sifat, tujuan dan kompleksitas masing-
masing SKPD

b. Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dan Sekretariat
Penyelengaraan SPIP

Dalam  pembentukan tim  Satuan Tugas (Satgas)
penvelenggaraan SPIP ditingkat Pemerintah Daerah Kabupaten
Mimika. Seluruh personil yang terlibat dalam Satgas sebelum
melaksanakan tugasnya, perlu mendapat sosialisasi dan
bimbingan pelatihan SPIP terlebih dahulu.

Satgas penyelenggaraan SPIP tingkat Kabupaten Mimika
berjumlah 24 orang terdiri dari pejabat struktural dan pelaksana
vang peduli dalam penyelenggaraan SPIP mewakili Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Mimika. Pembentukan Satgas sebagai penyelenggara
system Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Merauke didasari dengan Keputusan Bupati Mimika.
Satgas dalam hal ini memegang pernanan penting dalam
melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan
berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika
sebagal Koordinator Satgas SPIP.

Secara umum, tugas poko dari satgas penyelenggaraan SPIP
dimasing-masing SKPD Pemerintah Kabupaten Mimika adalah
melaksanakan pemetaan (Diagnostic Assesment) penyelengaraan
SPIP dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, membantu
BPKP dalam melaksankan sosialisasi dan bimbingan teknis atas
penyelenggaraan SPIP dan menyusun laporan dan rekomendasi
hasil pelaksanaan pemetaan. Dari uraian tugas tersebut, jelas
terlihat bahwa satgas penyelenggaraan SPIP tersebut bertugas
mengawal seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP akan
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berkoordinasi dan didampingi oleh fasilitator atau narasumber
BPKP Provinsi Papua sebagai instansi Pembina SPIP,

Seiring pembentukan Satgas SPIP berdasarkan Surat
Keputusan Bupati maka terbentuk kesekretariatan. Tugas pokok
sekretaris SPIP vyaitu membantu dalam penyelenggaraan
pengadministrasian semua kegiatan Satgas SPIP yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan pelaporan pemantauan dan evaluasi.

Rencana Penyelenggaraan

Dalam rencana penyelenggaraan memuat:
Jadwal pelaksanaan kegiatan

Waktu yang dibutuhkan

Dana Yang dibutuhkan

Pihak pihak yang terlibat

& op

Tahapan Pemahaman (Knowing)

Tahap pemahaman adalah tahap untuk membangun
kesadaran (awareness building) dan menyamakan persepsi.
Dalam konteks organisasi, persamaan persepsi bertujuan agar
setiap individu dalam organisasi memiliki pemahaman yang sama
atas segala hal yvang akan dilaksanakannya, Hal ini juga berlaku
dalam konteks penyelenggaraan SPIP, karena instansi pemerintah
merupakan organisasi yangterdiri dari sekumpulan individu
dengan persepsi dan pemikiran yang berbeda, maka persepsi
mengenai SPIP diseluruh tingkat pejabat dan pegawai, perlu
disamakan.

Efektivitas penyelenggaraan SPIP sangat bergantung pada
keberhasilan dari pelaksanaan tahap pemahaman dan
penyamaan persepsi. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu
dibangun kesadaran mengenai manfaat dan peran penting SPIP
bagi instansi pemerintah, sehingga akan terbangun komitmen
bersama sebagai landasan penyelenggaran SPIP.

Tahap pemahaman sebagai langkah komunikasi penting sub
unsur SPIP dalam membentuk unsur-unsur SPIP yang kuat.
Guna mengetahui hal tersebut, jajaran pimpinan instansi
pemerintah dapat melakukan survey untuk pemahaman sistem
pengendalian intern kepada seluruh jajaran pimpinan dan staf
melalui observasi maupun gquestioner., Adapun upaya untuk
meningkatkan pemahaman SPIP dapat dilakukan melalui
sosialisasi yang melibatkan seluruh tingkat pimpinan dan staf.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan
sosialisasi antara lain:

1) Sosialisasi dapat dilaksanakan oleh satgas penyelenggaraan
SPIP pada SKPD dilingkungan pemerintah daerah.

2) Sosialisasi dapat juga dilaksanakan oleh instansi Pembina
penyelenggaraan SPIP (BPKP) atau instansi pemerintah lainnya
yang berkompeten setelah berkoordinasi dengan
instansipembina penyelenggaraan SPIP.
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Beberapa metode sosialisasi yang dapat digunakan,
antara lain ceramah, Tanya jawab, diskusi panel, atau
seminar. Penggunaan sosialisasi desesuaikan dengan
kebutuhan dan kelebihan dari masing-masing metode
tersebut.

Selain sosialisasi perlujuga dilakukan desiminasi berbagai
informasi yang relevan terkait penyelenggaraan SPIP. Media
yvang dapat digunakan, antara lain internet dan multimedia.
Metode ini memiliki cakupan yang lebih luas untuk
menyampaikan informasitentang SPIP. Instansi pemerintah
melalui satgas penyelenggaraan SPIP harus selalu melakukan
pemutakhiran materi melalui situs-situs (website) dari intansi
pembina atau situs lain yang relevan secara berkelanjutan.

Tahap pemahaman melalui sosialisasi kemudian
diperkuat dengan melakukan penyampaian persepsi. Metode
yang paling efektif untuk tahapan ini adalah melalui diskusi
kelompok atau Focus Group Discussion (FGD). Satgas
penyelenggaraan SPIP di intansi pemerintah dapat menjadi
fasilitator dari diskusi ini antara lain memandu FGD,
menyipkan materi diskusi yang diarahkan pada pemahaman
atas semua unsur SPIP termasuk sub unsur, butir-butir dan
hal-hal yvang menjadi perhatian dalam daftar uji, memberikan
contoh-contoh penyelenggaraan dari masing-masing unsur
sebagaimana disajikan pada bab sebelumnya. Jika dipandang
perlu, instansi pemerintah dapat mengundang pihak yang
dipandang kompeten atau instansi pembina SPIP sebagai nara
sumber. Diharapkan dengan adanya sosialisasi dan FGD maka
akan diperoleh kesamaan persepsi yang lebih baik diantara
sesame pimpinan dan staf. Dengan demikian, komitmen
bersama untuk menerapkan SPIP dalam instansi pemerintah
akan dapat diperoleh dengan lebih baik.

e. Tahap Pemetaan (Mapping)

Dalam tahap ini dilakukan diagnostic Asessment (DA) guna
mengetahui kondisi pengendalian intern yang dilaksanakan oleh
SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika, sehingga
dengan mudah diketahui penerapan SPIP yang akan
dilaksanakan.Pemetaan dilakukan untuk mengetahui kondisi
sistem pengendalian intern pada SKPD sebelum penerapan SPIP,
melalui penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang ada
dengan menggunakan unsur 1 s/d 5 SPIP sebagai acuan.
Pemetaan menghasilkan identifikasi mengenai unsur-unsur SPIP
vang telah diterapkan, unsur-unsur SPIP yang penerapannya
belum memadai dan unsusr-unsur SPIP vang belum diterapkan
untuk dijadikan dasar dalam menyusun rencana tindak
penerapan SPIP. Pada tahapan pemetaan ini, BPKP sebagai
fasilitator dapat memberikan bantuan dan konsultasi untuk
memetakan institusi tersebut.



-25-

Hasil pemetaan dapat dituangkan dalam dokumen peta sistem
pengendalian intern. Pada tahap ini, data atau dokumen scbagai
dasar awal untuk melakukan pemetaan dapat diperoleh melalui
beberapa cara, antara alain melalui kuesioner dan focus group
discussion (FGD). Data yang diperoleh tersebut harus dilakukan
uji silang (cross check) untuk memastikan validitasnya dengan
melakukan interviu/wawancara, reviu dokumen secara sepintas
(walkthrough test) dan opsevasi/pengamatan atas berjalannya
sistem pengendalian intern. Disamping itu peran aktif pegawai
diseluruh tingkatan pada saat pengumpulan data sangat
diperlukan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh
mengenai kondisi pengendalian SKPD baik pada tingkat etitas
maupun pada tingkat kegiatan.

Pada tahap pemetaan ini diharapkan akan teridentifikasi sub
unsur SPIP yang telah diterapkan, sub unsur SPIP yang belum
diterapkan untuk dijadikan dasar untuk menyusun rencana
tindak penyelenggaraan SPIP. Hasil pemetaan dituangkan dalam
dokumen peta sistem pengendalian intern, yang memuat hal-hal
yang harus diperbaiki (areas of improvement).

Pada tahap pemetaan (Diagnostic Assessment) ini, pedoman
yang dipakai sebagai acuan adalah pedoman pemetaan yang
disajikan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.

Lanagkah-langkah:

1) Tahap persiapan: sesuai dengan pedoman  teknis
penyelengaraan SPIP

2) Tahap pengumpulan data permasalahan: mengumpulkan
data/dokumen secara keseluruhan dari SKPD yang menjadi
target DA/pemetaan. (renstra, renja, lakip, laporan tahunan,
tupoksi, kode etik, SOP, hasil pemeriksaan/audit BPKP, APIP
dan data pendukung lainnya). Data/dokumen yang terkumpul
merupakan acuan/bahan dukungan dalam memperoleh data
permasalahan,

3) Tahap identifikasi sistern pengendalian intern: dengan metode
questioner, wawancara, FGD. Ini dilakukan kepada pimpinan
sampai kepada bawahan SKPD, sedangkan untuk sampling
bias digunakan apabila jumlah pegawai banyak dengan
kegiatan yang sama. Adapun substansi questioner maupun
wawancara dari 5 unsur SPIP telah tersaji dalam lampiran
pedoman ini. Pengembangan untuk questioner maupun
wawancara dapat dilakukan dengan  menyesuaikan
krakteristik SKPD vang menjadi target DA dan tidak terlepas
dari substansi unsur-unsur SPIP.

4) Tahap memetakan kondisi sistem pengendalian intern yang
ada sebelum penerapan SPIP: dari hasil quesioner, wawancara
serta pengumpulan data/dokumen sementara dapat untuk
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6)
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memetakan kondisi. Disini akan terlihat unsur-unsur yang
telah diterapkan, belum memadai dan belum diterapkan.

Tahap validasi permasalahan: merupakan tahapan untuk
mendapatkan kofirmasi atas kondisi yang diperoleh dari hasil
desk evalution. Tap ini memberikan kesepahaman dan
kesepakatan instansi yang ditetapkan atas permasalahan
vang diungkapkan oleh tim pemetaan yang menghasilkan
kesepakatan. Dalam tahap validasi telah dilakukan langkah,
yaitu menuangkan dalam kertas kerja pemenuhan parameter
yang terdiri dari 5 (lima) unsur yang parameter-parameternya
sebagaimana terlampir dalam lampiran pedoman ini.

Tahap pemetaan infrastruktur: Tahap dimana infrastruktur
yang perlu dibangun dan/atau dikembangkan untuk
penerapan SPIP ditetapkan. Tahap ini didiskusikan atau
dirumuskan oleh tim dari hasil kertas kerja pemenuhan
parameter.

Tahap penyimpulan: tahap dimana simpulan dilakukan
berdasarkan analisis terhadap validasi permasalahan dan
penetapan infrstruktur. Analisis permasalahan dengan
melakukan identifikasi apakah permasalahan yang terjadi
adalah proses manajem en dan/atu pada unsur-unsur
SPIP. Tim telah dapat mewarnai area-area yang dianggap
telah menerapkan, belum memadai, belum diterapkan dengan
warna area hijau, area kuning dan area merah.

Tahap pengkomunikasian awalinformasi hasil pemetaan dan
solusi hasil perbaikan SPIP: tahap dimana simpulan hasil
pemetaan dan solusi perbaikan dikomunikasikan kepada para
pimpinan SKPD dan jajarannya. Tim melaksankan ekspose
secara keseluruhan dari 5 unsur SPIP hasil DA yang telah
disimpulkan kepada pimpinan SKPD beserta jajarannya,
untuk mengetahui dan disetujui hasil selama pemetaan.
Dalam pengeksposan hasil DA, harus didukung dengan data/
dokumen yang akurat oleh tim.

Tahap kesepakatan hasil diagnostic Asessment (DA) : tahap
dimana dimana Kepala SKPD sebagai target DA bersepakat
menyetujui hasil pemetaan DA yang dilakukan oleh tim
satgas. Tahap kesepakatan ini dituangkan kedalam berita
acara kesepakatan Hasil Diagnostic Asessment sebagai mana
pada lampiran pedoman ini

10) Tahap pengomunikasian akhis hasil pemetaan, rencana

tindak pengendalian, dan rencana pemantauan diserahkan
kepada instansi pemerintah dalam hal in1 SKPD.



27-

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan langkah penyelenggaraan SPIP

yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika
dengan berdasarkan pada hasil (area of improvement) Kabupaten
Mimika dengan berdasar pada hasil (area of improvement) dari tahap
pemetaan. Tahap pelaksanaan mencakup tahap pembangunan
infrastruktur (norming), tahap internalisasi (forming), dan tahap
pengembangan berkelanjutan (performing). Dengan pemahaman
bahwa:
a. Tahap Pembangunan Infrastruktur (norming]
Tahap pembangunan infrastruktur (norming), sub unsur SPIP
yang belum ada infrastruktur (normingj, atau infrastruktur yang
ada belum memadai.
Dalam tahap ini terdapat beberapahal yang perlu diperhatikan

yaitu:
- Pimpinan instansi pemerintah wajib
menugaskan/mendefinisikan proses-proses untuk

menetapkan SPI.

Pimpinan instansi wajib mengidentifikasi tujuan strategis dari
penerapan SPI

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengembangkan
metodelogi untuk mengevaluasi pencapaian tujuan strategi
penerapan SPI

Dalam mendesain SPI yang akan diterapkan di instansi
pemerintah terkait pimpinan instansi pemerintah harus
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta
mempertimbangkan ukuran, kompleksitas dan sifat dari tugas
fungsi instansi pemerintah tersebut.

Terhadap sub unsur SPIP yang belum ada
infrastrukturnya atau infrastruktur yang ada belum memadai
(area of improvement) maka setiap instansi pemerintah harus
mengembangkan dan rencana aksi, membangun infrastruktur
yang perlu dimiliki atau memperbaiki infrastruktur yang ada.
Dimana dituangkan kedalam form sebagaimana pada lampiran
pedoman ini yaitu area of improvement yang memuat
permasalahan dan solusi serta batas waktu pembuatan,
sosialisasi dan penerapan. Selanjutnya kepala SKPD membuat
surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan
perbaikan permasalahan yang diperoleh dari hasil pemetaan
yang dilakukan oleh tim Satgas SPIP, sebagai mana terlampir
pada pedoman ini.

Pada Tahap ini, area of improvement yang dihasilkan
ditahap pemetaan terkait infrastruktur yang perlu dibangun
dan diperbaiki dibahas oleh unit kerja dan satgas. Kemudian,
untuk mengetahui infrastruktur mana yang perlu dibangun
atau perludiperbaiki, maka terhadap areas of improvement
diatas dapat dilakukan penilaian resiko.

Dari hasil penilaian resiko akan dapat diketahui tingkatan
proiritas dari setiap sub unsur yang memerlukan
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pembangunan atau perbaikan infrastruktur. Berdasarkan
prioritas tersebut, instansi pemerintah dapat menyusun
kebijakan-kebijakan  pendukung penyelenggaraan SPIP
dilengkapi dengan prosedur penyelenggaraan sub unsur-sub
unsur SPIP penyusunan kebijakan tersebut harus
memperhatikan peraturan yang lebih tinggi.

Selanjutnya wunit kerja instansi pemerintah vyang
bertanggungjawab atas area-area vang sistem pengendaliannya
perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim
penyusun kebijakan dan prosedur penyelenggaraan SPIP.
Sebaiknya dibentuk suatu tim yang terdiri dari pejabat atau
pengawai yang mewakili unit kerja yang bertanggungjawab
untuk melaksankan kebijakan dan prosedur yang akan
disusun serta yang mewakili unit kerja yang memiliki
hubungan kerja sehari-hari dengan unit kerja pelaksana
kebijakan dan prosedur. Jika dipandang perlu, tim dapat
didampingi oleh narasumber yang dipandang kompeten dalam
bidang yvang prosedurnya akan disusun yaitu BPKP. Pimpinan
instansi  pemerintah  menetapkan unit  kerja yang
bertanggungjawab untuk menerapkan kebijakan dalam
prosedur yang telah disusun.

Infrastruktur vang tergabung atau hasil penyusunan
kebijakan dalam prosedur harus dikomunikasikan kepada
seluruh  pegawai  melalui  kegiatan  sosialisasi dan
diadministrasikan dengan baik oleh unit kerja yang
bertanggungjawab. Jika kemungkinan dimasukkan dalan
sebuah tempat atau sistem yang menyimpanseluruh
dokumentasi, terkait aktivitas penyelenggaraan SPIP (data
warehouse).

b. Tahap internalisasi (forming)

Tahap internalisasi (forming), setiap sub unsur SPIP telah
memiliki infrastruktur, tetapi belum diterapkan secara memadai.
Internalisasi adalah suatu proses yang dilakukan instansi
pemerintah untuk membuat kebijakan dan prosedur menjadi
sebuah kegiatan operasional sehari-hari dan ditaati oleh seluruh
pejabat atau pegawai. Hal ini dapat juga meliputi penerapan
perubahan, yaitu mengubah kebiasaan lama, bagaimana
menyelesaikan pekerjaan dalam instansi, dan apabila akan
menghasilkan komitmen baru, penguatan sumberdava manusia
dan ikatan yang lebih kuat antara instansi dan masyarakat yang
dilayaninva.

Pada tahap ini, dilakukan implementasi unsur-unsur SPIP
yvang Diwali dari sosialisasi kebijjakan, prosedur dan pedoman
yvang baru dibangun dalam tahap infrastruktur atau yang belum
berjalan secara efektif. Pendekatan penerapan dapat dilakukan
baik secara parsial terhadap unit tertentu maupun secara
menyeluruh dalam instansi pemerintah bersangkutan.
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Implementasi dari infrastruktur tersebut harus diyakinkan
telah  dilaksanakan  secara  memadal. Pelaksanaannya
menggunakan berbaigai tehnik internalisasi yang relevan dengan
penerapannya yang telah dibangun dalam tahap sebelumnya.
Dokumen pelaksanaan berupa laporan pelaksanaan kegiatan
harus dibuat untuk bahan evaluasi dalam tahap pengembangan
berkelanjutan.

. Tahap pengembangan berkelanjutan (performing)

Tahap pengembangan berkelanjutan (performing); setiap sub
unsur telah memiliki infrastruktur yang memadal.Agar
infrastruktur yang ada tetap dapat memberi manfaat yang
optimal terhadap pencapaian tujuan instansi, maka pada tahap
ini perlu dilakukan proses pemanfatan umpan balik yang
diperoleh dari berbagai bentuk pemantauan penyelenggaraan
SPIP. Kegiatan pemantauan dapat dilakukan oleh setiap tingkat
pimpinan masing-masing bagian dengan pendekatan setiap
permasalahan atau penyimpangan infrstruktur secara tepat dan
tepat diketahui dan diambil tindakan perbaikannya. Pelaksanaan
pemantauan dapat dilaksankan antara lain melalui kegiatan
pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut
hasil audit dan review lainnya, Keluaran dari kegiatan ini adalah
laporan hasil pemantauan atau evaluasi yang dilakukan.

Secara khusus, salasatu metode pemantauan dapat dilakukan
dengan menggunakan metode penilaian sendiri (sell assessment).
Metode ini merupakan suatu proses penilaian atau pengujian
efektivitas sistem pengendalian intern untuk menjamin
tercapainya sasaran, Penilaian sendiri adalah sarana untuk
melibatkan seluruh manajemen dan semua pegawai secara aktif
terlibat dalam evaluasi dan pengukuran efektivitas sistem
pengendalian intern dengan terlebih dahulu menetapkan factor-
faktor pengahambat penerapan SPl. Pada prisipnya pelaksanaan
penilaian sendiri menjadi tanggungjawap bagi pejabat dan unit
kerja. Penilaiansendiri oleh personil yang bertanggungjawab atas
suatu unit atau fungsi tertentu akan menentukan efektivitas
pengendalian atas kegiatan- kegiatan yang mereka lakukan.

Hasil evaluasi kemudian dihimpun dan akan dijadikan bahan
pertimbangan manajemen dalam menetapkan efektivitas
pengendalian intern. Rekomendasi dari hasil pemantuan dan
evaluasi harus dimanfaatkan oleh instansi pemerintah yang
bersangkutan. Semua saran terkait perbaikan sistem
pengendalian harus segera ditindaklanjuti.

Untuk melakukan pengembangan SPI instansi pemerintah
perlu mempertimbangkan aspek biaya, manfaat (cost and benefit),
SDM, kejelasan  kriteria  pengukuran  efektifitas dan
perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara
konprehensip.
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3. Tahap Pelaporan

Penyelenggaraan SPIP merupakan proses yang berkelanjutan
dan bersifat never ending process, sehingga melampaui batas tahun
anggarannya. Berdasarkan sifat kegiatan tersebut maka dalam
rangka pengadministrasian proses penyeenggaraan SPIP, perlu
disusun laporan berbagai bentuk pertanggungjawaban atas segala
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP.

Laporan ini bersifat periodic atau berkala dan bersifat secara
keseluruhan mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan
dalam rangka penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan. Adapun
laporan yang bersifat priodik dengan menyampaikan progress report
kegiatan dengan memuat informasi pendahuluan, tahap
pelaksanaan, hasil kegiatan dan saran sebagaimana pada lampiran
pedoman ini. Sedangkan laporan keseluruhan penyelenggaraan
merupakan kompilasi dari laporan-laporan kegiatan terkait
penyelenggaraan sub unsur SPIP yang disusun secara priodik, yang
meliputi pelaksanaan kegiatan pemahaman, hasil pemetaan
infrastruktur dan penerapan, kegiatan pembangunan infrastruktur,
pelaksanaan internalisasi yang mencakup kegiatan dalam rangka
pemantapan penerapan, pengembangan berkelanjutan yang
mencakup kegiatan pemantauan. Laporan - laporan tersebut
memuat informasi antara lain:

a. Pelaksanaan Kegiatan
Menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan
pelaksanaan kegiatan dari semua tahapan penyelenggaraan mulai
dari tahap pemahaman sampai pemantauan berkelanjutan

b. Habatan Kegiatan
Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan vang menyebabkan tidak tercapinya target kegiatan
tersebut, agar dijelaskan terjadinya hambatan kegiatan.

c. Saran
Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan pelaksanaan
kegiatan dan dicarikan saran pemecahan masalah agar tidak
berulangnya  kejadian serupa dan guna  peningkatan
pencapaiantujuan.Saran vang diperbaikai agar realistis dan
benar-benar dapat dilaksanakan.

d. Tindak lanjut atas saran priodik sebelumnya
Pada baian ini dilaporkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas
saran yang telah diberikan pada kegiatan periode sebelumnya.

C. Lingkup Penyelenggaraan

Sebagaimana diuraikan pada proses tahapan penyelenggaraan
SPIP, instansi pemerintah harus mempertimbangkan dan
mendefinisikan dengan jelas akan menerapkan SPIP pada tingkat
mana. Misalnya, unsur dan sub unsur apa saja yang dapat diterapkan
pada tingkat instansi pemerintah dan apa yang dapat diterapkan pada
tingkat aktivitas. Kewajiban penyelengaraan SPIP sacara utuh setiap
unsir dan semua sub unsurnya berada pada tingkat instansi
pemerintah. Untuk itu pemerintah dapat membuat berbagai kebijakan
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untuk menvelenggarakan SPIP di lingkungan masing-masing dengan
mengacu pada ketentuan diatasnya yang sudah berjalan dengan SPIP.

Sementara itu seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
merupakan bagian dari lingkungan kerja instansi pemerintah daerah
wajib menyvelenggarakan SPIP sesuai dengan sifat dari tugas dan
fungsi instansi pemerintah tersebut. Hal ini dikarenakan unit kerja
tersebut lebih bersifat sebagai pelaksana teknis atau penerus
kebijakan yang telah dibuat ditingkat pemerintah daerah. Dengan
demikian setiap unit kerja, kelima Unsur SPIP wajib diselenggarakan
sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, akan tetapi
tidak seluruh sub unsur SPIP relevan untuk diterapkan seutuhnya hal
ini disesuaikan dengan karakteristik instansi pemerintah tersebut.
Adapun kelima unsur SPIP yang perlu diterapkan sebagai berikut:
Unsur Lingkungan Pengendalian, Unsur Penilaian resiko, Unasur
kegiatan pengendalian, unsur informasi dan komunikasi dan unsur
pemantauan pengendalian intern. Keterkaitan keliama unsur sistem
pengendalian intern diatas merupakan unsur yang terjalin erat satu
sama lainnya. Proses pengendalian menyatu pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan
seluruh pegawai.

BAB IV
KERANGKA DAN PENGGUNAAN PEDOMAN

A. Struktur Pedoman

Pemerintah Kabupaten Merauke dalam penyelenggaraan SPIP
menggunakan pedoman umum dan pedoman sub unsur. Pedoman
umum memberikan pangdangan umu dan panduan (guideline)] dalam
penyelenggaraan SPIP secara keseluruhan yang menekankan pada
prinsip penyelenggaraan yang integrative dan memiliki keterkaitan antar
unsur dan sub unsur. Pedoman umum ini harus dipelajari terlebih
dahulu sebelum menerapkan pedoman sub unsur. Pedoman sub unsur
memberikan gambaran yang lebih rinci dari penyelenggaraan suatu sub
unsur SPIP.

Untuk memudahkan dalam menggunakan pedoman SPIP, dapat
dilihat pada struktur pedoman pada table dibawah ini.

Tabell : Struktur Pedoman Teknis Umum Penyelengaraan SPIP

| Level Unsur Kode Sub Unsur

1.1 Penegakan integritas dan etika

1.2 | Kemitmen terhadap kempetensi

1.3 | Kepemimpinan yang kondusif

Lingkungan

. Struktur organisasi yang sesuai
Pengendalian S & JaHg :

1.4 kebutuhan

Pendelegasian wewenang dan tanggung

¥:5 ; _
jawab yang tepat




16 Kebijakan vang sehat tentang
) pembinaan SDM
1:F Peran APIP vang efektif
1.8 Hubungan kerja yang baik !
5 Penilaian 2.1 Identifikasi risiko '
Resiko 2.2 Analisis risiko |
3.1 Reviu atas kinerja instansi pemerintah
3.2 Pembinaan sumber daya manusia
33 Pengendalian atas pengelolaan sistem
' informasi
3.4 Pengendalian fisik atas aset
Penetapan dan reviu atas indikator dan
3.5 i
ukuran kinerja
3.6 Pemisahan fungsi -
. Otorisasi atas transaksi dan kejadian
3 Kegiatan 3.7 -
Pengendalian yang p &
38 Pencatatan yang akurat dan .tepat
waktu atas transaksi dan kejadian
39 Pembatasan akses atas sumber daya
; dan pencatatannya
3.10 Akuntabilitas terhadap sumber daya
dan pencatatannya
Dokumentasi yang baik atas sistem
3.11 pengendalian intern serta transaksi
dan kejadian yang penting
) 4.1 Informasi
Informasi dan — =
4 b Penyelenggaraan komunikasi yang
4.2 efektif
Pemantauan 5.1 Pemantauan berkelanjutan
5 Pengendalian
intern 9.2 Evaluasi terpisah

B. Hubungan Antar Sub Unsur
Meskipun atas sub unsur SPIP terlihat terpisah, akan tetapi
penggunaannya harus tetap memperhatikan keintegrasian SPIP. Kelima
unsur SPIP yang dijabarkan dalam 25 sub unsur harus harus
dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dengan kegiatan
instansi pemerintah Kabupaten Mimika dapat menggunakan 235 sub
unsur sebagai acuan dalam menyelenggarakan SPIP.

Untuk mencapai tujuan pengendalian SPIP dilaksanakan secara
integral atas keliama unsur dan melekat (built-in) pada setiap kegiatan
dan etitas. Oleh karena itu, dalam penggunaan pedoman teknis pada
sub unsur lainnya vang memiliki keterkaitan secara langsung. Hal ini
harus dipertimbangkan oleh pimpinan instansi pemerintah dalam
mengembangkan kebijakan dan prosedur terkait sub unsur tertentu.
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Cara Penggunaan Pedoman

Pedoman teknis ini secara umum mengacu pada tahap
penyelenggaraan SPIP sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang
sistem pengendalian intern pemerintah. Ditingkat instansi pemerintaha
seluruh pedoman SPIP relevan untuk diterapkan, karena seluruh unsur
dan sub unsur SPIP wajib diselenggarakan sepenuhnya secara efektif.
Sedangkan ditingkat SKPD dapat digunakan pedoman teknis ini yang
relevan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang mengacu
kepada kebijakan teknis yang dibuat ditingkat pemerintah daerah.
Adapun sub unsur yang digunakan adalah sebagai berikut:

1) Penggunaan 8 sub unsur pada unsur lingkungan pengendalian.

Sub unsur pada lingkungan pengendalian penerapannya
menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD sehingga akan relevan
untuk diterapkan. Misalnya untuk mewujudkan lingkungan
pengendalian yang kondusif, maka diperlukan sub unsur
membangun infrastruktur struktur organisasi yang sesual dengan
kebutuhan, kebijakan yvang sehat atas pembinaan SDM, perwujudan
peran APIP yang efektif, hal ini relevan untuk diterapkan. Demikian
halnya dengan sub unsur pembentukan struktur organisasi yang
sesuai kebutuhan kurang relevan untuk diterapkan sepenuhnya
pada unit kerja sebagai pelaksana kebijakan.

2] Penggunaan 2 (dua) sub unsur pada unsur penilaian risiko

Pedoman penilaian risiko terhadap risiko dapat diterapkan
seluruhnyva baik pada tingkat instansi pemerintah maupun pada
tingkat SKPD samapai kegiatan.

3) Penggunaan 11 (sebelas)] sub unsur pada unsur kegiatan
pengendalian

Dari hasil identifikasi dan penilaian risiko, dilakukan kegiatan
pengendalian untuk mengelola, meminimalkan dan menangani
risiko., Kegiatan pengendalian yang akan dipasang tersebut
diletakkan pada kegiatan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan,
fleksibilitas dalam penyelenggaraan dengan mempertimbangkan
ukuran, kompleksitas, sifat,tugas dan fungsi instansi pemerintah.

4) Penggunan 2 (dua) sub unsur pada unsur informasi dan komunikasi

Sub unsur ini bias diterapkan seluruhnya baik pada tingkat instansi
pemerintah maupun pada tingkat SKPD sampai kekegiatan.

5) Penggunaan sun unsur pada unsur pemantauan dan pengendalian
intern.

Sub unsur ini bias diterapkan seluruhnya baik pada tingkat instansi
pemerintah maupun pada tingkat SKPD sampai ke kegiatan.



BABV
URAIAN SUB UNSUR - SUB UNSUR SPIP

A. UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN
(1.1)Sub unsur Penbegakan integritas dan nilai etika

Penegakan integritas dan nilai etika adalah salah satu sub
unsur yang akan membangun lingkungan pengendalian karena
mempengaruhi rancangan, administrasi dan pemantauan atas
unsur pengendalian lainnya. Penegakan integritas dan nilai-nilai
etika ini menjadi standar perilaku organisasi dan individu, sebagai
upaya dan cara mencapai tujuan organisasi. Melalui penerapan
kode etik, tujuan organisasi harus tercapai lebih dari sekedar
ketaatan terhadap hokum dan peraturan, tetapi juga
mempertimbangkan nilai-nilai yang menjadi prioritas organisasi.
Hal ini akan bisa tercapai melalui penegakan disiplin dan
keteladanan pimpinan. Tegaknya integritas dan nilai etika orang-
orang yang melaksanakan SPIP merupakan kunci efektivitas
pengendalian pemerintah daerah. Oleh karena itu, tanpa
penegakan integritas dan nilai etika, efektivitas SPIP akan sulit
ditingkatkan.

Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tidakan
Orang vang berintegrtas akan bertindak konsisten sejalan dengan
nilai-nilai, kode etik, serta kebijakan organisasi dan profesi,
walupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.
Integritas didefinisikan pula sebagai suatu kepribadian yang
delandaskan oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan
bertanggungjawab untuk membangun keparcayaan guna
memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal
Perbuatan vang konsisten adalah perbuatan yang baik dan benar
yang merupakan petunjuk dari kebutuhan pribadi dan sikap yang
konsisten vang  juga harus transfaran, akuntabel,
bertanggungjawab, dan indefenden.

Istilah “etika” dari bahasa Yunani kuno ethos yang berarti
iimu tentang adat kebiasaan. Etika merupakan salah satu hal
penting yang menjaga keseimbangan (check and balances)
terhadap penggunaan kewenangan dan kebebasan yang diberikan
public. Etika merupakan factor penting dalam menciptakan dan
memelihara kepercayaan public terhadap pemerintah dan
institusinya.

Faktor penting keberhasilan dalam proses penegakan
integritas dan nilai etika antara lain:

a. Leadership vang kuat, pemimpin yang berpengaruh kuat pada
tercapainya integritas dan nilai etika, baik melalui upaya yang
diciptakannya maupun teladan yang dijalankannya;

b. Dukungan seluruh pegawai, pemimpin yang kuat tidak ada
artinya bila tidak didukung segensp snggota instansi
pemerintah untuk secara sadar bersama-sama mendukung
tegaknya integritas dan nilai etika;
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¢. Konsisten melaksankan penegakan, konsisten dalam penerapan
dan penegakan sangan diperlukan sehingga tidak ada persepsi
standar ganda oleh individu anggota instansi pemerintah. Setiap
tindakan penegakan harus memunculkan komitmen baru untuk
penegakan kode etik atau aturan perilaku.
Konsistensi pelaksanaan penegakan oleh pimpinan pemerintah
daerah akan menjadikan teladan bagli semua pegawai dengan
perilaku yang sama antara nilai yang disepakati dengan perilaku
yang diterapkan pada pada setiap kondisi
1. Tujuan dan Manfaat
Tujuan akhir dari penegakan integritas dan nilai etika
adalah terimplementasikannya integritas dan nilai etika dalam
perkuan seluruh pejabat dan pegawai pemerintah daerah yang
dilaksanakan dengan keteladanan pimpinan, penegakan disiplin
yvang konsisten, transparansi serta terciptanya suasana kerja
yang sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu etos
kerja dengan perilaku positif dan kondusif.
Manfaat penegakan intagritas dan nilai etika adalah:

a. Menekan tingkat korupsi karena sebagian besar faktor
penyeban korupsi terkait dengan masalah moral dan etika.

b. Meningkatkan kebersamaan yang dapat menyuburkan
semangat kerja sama dan saling menolong dalam kebaikan
diantara para anggota organisasi pada saat menjalankan
tugas-tugasnya.

¢. Membantu pinpinan pemerintah daerah dalam upaya
membangkitkan komitmen kepada kejujuran dan kewajaran,
pengakuan dan kepatuhan pada hukum dan kebijakan-
kebijakn, rasa hormat kepada organisasi.

d. Membantu pimpinan pemerintah daerah dalam memutuskan
bagaimana merespontuntutan berbagi stakeholder organisasi
vang berbeda.

e. Membantu dan menuntun pimpinan pemerintah daerah
dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada berbagai
situasi vang berbeda, serta membantu anggota organisasi
dalam menentukan respon moral terhadap situasi atau arah
tindakan yang diperdebatkan.

f. Menjadi landasan yang baik bagi anggota organisasi dalam
membuat dan menetapkan kebijakan - kebijakan public.

g. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah
daerah dijalankan oleh orang-orang yang berperilaku baik
dan pantas untuk melayani public sebagaimana yang
dibutuhkan, diinginkan dan diharapkan masyarakat.

h. Memelihara stabilitas, integritas, dan menciptakan suatu
identitas bersama bagipara pegawai yang pada gilirannya
akan ikut membangun komitmen bersama pada pemerintah
daerah untuk penerapan SPIP.
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Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan
kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama
dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta
kemampuan, dan keteladanan Aparatur Sipil Negara (ASN].
Mendorong etos kerja ASN untk mewujudkan ASN yang
bermutu tinggi dan sadar akan tanggungjawabnya sebagai
unsur aparatur Negara dan abdi masyarakat.

2. Paramerter Penerapan

a.

Instansi Pemerintah telah menetapkan dan
menerapakanaturan perilaku yang berlaku diinstansi
Pemerintah yang bersangkutan.

Suasana etis dibangun pada setiap tingkat pimpinan dan
dikomunikasikan di lingkungan instansi pemerintah yang
bersangkutan.

Pekerjaan yang terkait dengan masyarakat, anggota badan
lesgislatif, pegawai, rekanan, auditor, dan pihak lainnya
dilaksanakan dengan tingkat etika yang tinggi

Pimpinan instansi pemerintah menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau
pengabaian atas pengendalian intern.

Pimpinan instansi pemerintah menghapus kebijakan atau
penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.

3. Indikator — Indikator

a.

Adanya aturan perilaku berupa peraturan
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota yang berlaku
menyeluruh pada instansi pemerintah atau pada unit
instansi pemerintah tertentu.

Pegawai memperlihatkan bahwa ia mengetahui: perilaku
dapat diterima, perilaku tidak dapat terima, hukuman yang
dikenakan terhadap perilaku yang tidak terima, tindakan
yang harus dilakukan jika tahu ada sikap perilaku yang
tidak terima.

Secara berkala pegawai menandatangani pernyataan untuk
menerapkan aturan perilaku/pakta integritas.

Jajaran pimpinan akan melakukan pembinaan dan
mendorong terciptanya budaya yang menekankan pentingnya
penegakan integritas dan nilai etika.

Pegawai memperlihatkan adanya dorongan sejawat untuk
menerapkan ssikap perilaku dan etika yang baik.

Jajaran pimpinan melakukan tindakan cepat dan tepat
segera setelah timbulnya masalah (perilaku tidak etis).
Laporan keuangan, anggaran, dan pelaksanaan program
yang disampaikan kepada DPRD dan pihak berkepentingan
lainnya disajikan dengan akurat dan wajar.

Pimpinan mengungkapkan masalah dalam instansinya
kepada pejabat fungsional pemeriksa dan evaluator yang
melakukan tugasnya.
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i. Adanya  kebijakan/prosedur penanganan  pengaduan
berkaitan dengan pelanggaran etika.

j. Adanya pedoman/melanisme yang mengatur
diperkenankannya melakukan intervensi dan pengabaian
atas pengendalian intern.

k. Intervensi atau pengabaian terhadap pengendalian intern
didokumentasikan secara lengkap termasuk alasan dan
tindakan khusus yang diambil.

l. Pimpinan tidak memnetapkan tujuan yang tidak reaalistis
dan tujuan yang realistis sudah ditungkan dalam; rencana
kerja (tapkin), RKT, DPA-SKPD.

m. Pimpinan memberikan penghargaan untuk meningkatkan
penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika.

(1.2) Sub Unsur Komitmen Terhadap Kompetensi

Komitmen terhadap kompetensi dapat terwujud apabila
pimpinan pemerintah daerah memiliki kemampuan manajerial
dan pengalaman teknis yang luas dalam mengelola pemerintah
daerah. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menyusun dan
menerapkan kebijakan yang mendorong adanya standar
kompetisi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing
posisi dalam instansi pemerintah.

Komitmen dapat didefenisikan sebagai
kemauan/kesadaran seseorang untuk berperilaku/bersikap,
karenasuatu kecintaan/kesetiaan terhadap sesuatu/organisasi
(tujuannya, fungsinya, dll) dan berjanji akan melakukan tindakan
secara bertanggungjawab secara penuh untuk mencapai
tujuan/cita-citabaik, khususnya tujuan instansi pemerintah.

Dengan mengacu pada model gunung es, kompetensi
mempunyai lima ciri/karakteristik pada seseorang, yaitu
motivasi, responsive, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan.
Limaciri/karakteristik =~ kompetensidapat diuraikan  sebagai
berikut:

a. Motivasi (motives) adalah hal yang secara konsisten
dipikirkan/diinginkan seseorang schingga dapat mendorong
dan mengarahkan untuk bertindak meraih tujuannya.

b. Responsive (tanggap/traits), adalah reaksi seketika atas
situasi/ informasi yang diterima, umumnya untuk sesuatu
yang tiba-tiba.

c. Konsep diri (self consept), adalah sikap (attitude) dan nilai
(value) yang dimilikim seseorang untuk mewejudkan cita-
citanya, seperti; percaya diri,pantang menyerah, rajin, disiplin,
jujur.

d. Pengetahuan (knowledge) adalah ilmu/pengetahuan yang
dimiliki seseorang sesuai dengan bidangnya, yang diperoleh
dari hasil belajar dan pengalaman.

e. Ketrampilan (skill), vaitu kemampuan untuk melaksanakan
sesuatu, baik secara fisik maupun psikis.
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Sementara itu, Peraturan Kepala BEKN Nomor
43/KEP/2001 tanggal 20 Juli 2001 tentang standar
kompetensi jabatan structural PNS menyyebut bahwa
kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh seseorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), berupa
pengetahuan, keahlian, sikap dan perilaku yang diperlukan
dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Uraian diatas, menunjukkan bawa kompetensi akan
sangat mempengaruhi kinerja seseorang. Oleh karena itu,
pada instansi pemerintah yang akan menerapkankompetensi
terhadap pegawainya, diperlukan suatu komitmen dari
pimpinan untuk menempatkan atau menugaskan pegawainya
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki masing-masing
pegawal.

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan akhir dari penerapan sub unsur komitmen
terhadap kompetensi adalah terimplimentasikannya prinsip
penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat, yaitu
the right man on the right place, melalui identifikasi kegiatan,
penerapan standar kompetensi setiap jabatan, prosedur
pelaksanaan pekerjaan, peningkatan kompetensi pegawali,
pengangkatan pimpinan organisasi yang kompeten. Tujuan
tersebut dapat dicapai bila pimpinan instansi pemerintah telah
memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang
luas dalam pengelolaan instansi pemerintah, sehingga dapat
mengarahkan instansi untuk mencapai sasaran.

Manfaat yang dpat diperolah dalam penerapan sub
unsur komitmen terhadap kompetensi antara lain:
a. Adanya efisiensi dalam pemanfaatan pegawai;
b. Meningkatnya propesionalisme pegawai
c. Terwujudnya lingkungan kerja yang sehat; dan
d. Mendukung upava penjagaan mutu produk dan layanan

instansi pemerinatah.

N

Parameter Penerapan

a. Instansi pemerintah mengidentifikasi kegiatan dan standar
kompetensi yng dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas
dan fungsi

b. Instansi pemerintah melaksanakan  pelatihan dan

pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan

dan meningkatkan kompatensi pekerjaan.

3. Indikator - Indikator

a. Pimpinan menetapkan uraian jabatan (termasuk syarat
jabatan) yang dibutuhkan untuk seluruh jabatan dan
fungsi masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.
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b. Adanya mekanisme/ proses memastikan bawa pegawai
vang terpillh untuk menduduki suatu jabatan telah
memiliki kompetansi vang diperlukan.

¢. Kompensasi dan kenaikan jabatan/ promosi didasarkan
pada prestasi dan kinerja

d. Adanya pelatihan memadai untuk memenuhi kebutuhan

pegawai.

(1.3) Sub Unsur Kepemimpinan Yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif diperlukan sebagai upaya
untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar dapat mengikuti
kehendaknyva dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Kepemimpinan yang kondusif didasarkan pada konsep tone at
the top, pemimpin memberikan keteladanan (lead by example)
kepada bawahannya, melalui berbagai kebijakan yang
mendukung terlaksananya SPIP secara efektif.

Dari beberapa delenisi disimpulkan bahwa kepemimpinan
meliputi semua perilaku yang mempengaruhi orang untuk
mencapai  tujuan tertentu. Ada empat aspek dalam
kepemimpinan meliputi semua perilaku yang mempengaruhi
orang untuk mencapai tujuan tertentu. Ada empat aspek dalam
kepemimpinan, terdiri darl pemimpin, pengikui, penggunaan
kekuasaan untuk mempengaruhi, dan nilai yang dibangun,
Kepemimpinan vang kondusif adalah kepemimpinan yang
mampu menggerakkan anggota organisasi untuk melaksanakan
program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi. Dengan kata lain, kepemimpinan yang kodusif adalah
kepemimpinan yang efektif dalam mengarahkan seluruh
sumberdaya dan kompetensi organisasi, termasuk dalam situasi
organisasi melakukan perubahan dalam rangka mencapai
kinerja vang lebih baik. Efektivitas kepemimpinan merupakan
kemampuan untuk membuat perubahan. Seorang pemimpin
vang efektifmempunyai karakteristik:

a. Memotivasi anggotanya agar bekerja secara efektif dan efisien.

b. Menjadikan komunikasi sebagai dasar untuk mencapai
tujuan organisasi

c. Berfikir secara garis besar dan dikelilingi oleh orang vang
mampu menjabarkan pemikirannya

d. Selalu mempunyai ide untuk mencapai visi organisasi.

Kemapuan yvang harus dimiliki oleh pemimpin yang efektif
adalah sebagai berikut:

a. Technical Skills; terdiri dari profesi atau pengetahuan
mengenai fungsi khusus dan keahlian untuk menggunakan
alat danteknik suatu fungsi atau profesi.

b. Human skills; mempunyai pemahaman terhadap perasaan,
perilaku, dan sikap sendiri atau orang lain, dan
menggunakannya untuk berkomunikasi, serta bertindak
secara cerdas.
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c. Conceptual Skills; Kemampuan untuk melihat organisasi
secara menyeluruh dan bagaimana berbagai pihak
bergantung satu sama lain dalam bertindak. Kemampuan ini
digunakan untuk membuat keputusan yang bijaksana.

Dalam konteks penerapan SPIP, kepemimpinan wyng
diperlukan adalah kepemimpinan yang mampu membawa
perubahan atau transformational leaders, karena penerapan SPIP
akan membawa perubahan sikap dan perilaku setiap anggota
organisasi.

1. Tujuan dan manfaat

Tuan akhir (ultimate goal) dari penerapan sub unsur
kepemimpinan yang kondusif adalah terimplementasikannya
pola kepemimpinan yvang kondusifl, melalui sikap pimpinan yvang
mempertimbangkan risiko, fungsi, melindungi sumber daya,
berinteraksi intensif, serta bersifat positif dan responsive.

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

a. Pemimpin mengambil keputusan setelah menganalisa risiko
dan menentukan pengelolaan risiko tersebut.

b. Diterapkannya manajemen berbasis kinerja sehingga kinerja
setiap individu terkait dengan visi, misi organisasi, dan dapat
diukur/ diperbandingkan dengan targetnya.

c. Pemimpin memiliki komitmen kuat terhadap fungsi
pencatatan dan pelaporan keuangan, manatjemen informasi,
pengelolaan pegawai dan pengawasarn.

d. Pemimpin melindungi asset dan informasi dari akses dan
penggunaan vang tidak sa, melalul penerapan manajemen
asetdan informasi yang memadai

e. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada
tingkatan yang lebih rendah, serta tidak adanya mutasi
pegawai berlebihan di fungsi kunci, yang tidak sesuai dengan
pola mutasi

f. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan
dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.

Manfaat dari peneraapan sub unsur kepemimpinan yang

kondusif:

a. Kepemimpinan dapat memberikan keteladanan (tone at the
top)dalam berbagai hal, termasuk penerapan aturan etika,
ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan dan
kegiatan operasional sehari-hari

b. Gaya kepemimpinan dapat membentuk pola, corak jiwa,
ataupun style organisasi secara keseluruhan

c. Kepemimpinan dapat menumbuhkan motivasi dan penegakan
disiplin bagi seluruh jajaran manajemendan anggota
organisasi

d. Gaya kepemimpinan yang efektif dapat menjadi penggerak
(generator]) kinerja organisasi secara keseluruhan, yang
dibangun dari kinerja individu secara akumulatif
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e. Menjalin dan menumbuhkan suasana harmonis dan
komunikatif dalam kehidupan berorganisasi

2. Parameter Penerapan

a. Pimpinan memilki sikap yang selalu mempertimbangkan
risiko dalam pengambilan keputusan

b. Pimpinan menerapkan manajemen berbasis kinerja

c. Pimpinan mendukung fungsi tertentu dalam menerapkan
SPIP seperti fungsi pencatatan dan pelaporan keuangan serta
fungsi pengawasan intern maupun pengawasan ekstern

d. Pimpinan  isntansi  pemerinatah telah  menerapkan
perlindungan atas asset dan informasi keuangan dari akses
dan penggunaan vang tidak sah

e. Telah terjalin interaksi yang intensif antara pimpinan puncak
dengan pimpinan dalam tingkat yang lebih rendah

f. Pimpinan instansi pemerinatah memiliki sikap yang positif
dan responsive terhadap pelaporan yang berkaitan dengan
keuangan, penganggaran, program dan kegiatan

g. Dalam instansi pemerintah tidak terjadi mutasi pegawai yang
berlebihan difungsi-fungsi kunci seperti pengelolaan kegiatan
operasional daan program, akutansi atau pemeriksaan intern

3. Indikator - Indikator

a. Pemimpin melakukanpenialian risiko atas kebijakan yang
dibuat untuk melaksanakan tupoksinya

b. Seluruh kebijakan yang diambil ocleh pimpinan sudah
didasarkan pada hasil penilaian risikonya

c. Akuntabilitas kinerja harus didukung dengan data target dan
realisasi/ capaian kinerja

d. Adanya perbaikan sistem pengelolaan keuangan

e. Pimpinan mendorong APIP untuk melakukan pengawasan
intern secara insentef

f. Pimpinan selalu memberikan respon cepat dan positif
terhadap temuan BPK

g. Adanya kebijakan pengamanan asset dan akses terhadap
informasi keuangan

h. Adanya pertemuan periodik anatara pimpinan dan bawahan

Pimpinan segera menindaklanjuti informasi dan Kkinerja

secara cepat

J- Pimpinan telah menggunakan laporan keuangan dan kinerja
sebagai umpan balik dalam penyusunan program, kegiatan
dan penganggaran

k. Tidak adanya mutasi pegawai secara berlebihan terkait
dengan masalah pengendalian intern

=1
"

(1.4) Sub Unsur Pembentukan Struktur Organisasi Yang Sesuai Kebutuhan
Struktur Organisasi sangat penting karena merupakan
infrastruktur dasar bagi instansi pemerintah untuk menjalankan
tugas dan fungsinya. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai
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dengan kebutuhan diharapkan dapat memberikan kepastian
ruanggerak bagi seluruh bsumberdaya manusia yang memilki instansi
dalam mencapai kinerja yang diharapkan, serta sebagai sarana
pendistribusian sumberdaya lainnya.

Struktur organisasi merupakan gambaran yangdijelaskan
bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan
dikoordinasikan secara formal. Struktur organisasi, dapat pula
diartikan sebagai cara bagi organisasi untuk mengatur orang-orang
yang berada (bekerja) didalamnya, termasuk jenis pekerjaannya,
sehingga pekerjaan- pekerjaan yang ada dapat dilaksanakan dengan
baik dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif. Lebih lanjut,
agar susunan organisasi tampak jelas, mudah dilihat dan dibaca oleh
siapapun, maka struktur organisasi dapat digambarkan dalam bentuk
grfis yang dinakan bagan organisasi.

Struktur organisasi adalah hal yang penting bagi organisasi /
institusi untuk memberikan kepastian ruang gerak begi seluruh
sumberdaya manusia yang dimiliki dalam mencapai kinerja yang
diharapkan. Pimpinan secara periodic mengevaluasi struktur
organisasi dan melakukan perubahan, jika dibutuhkan dalam
merespon kondisi,

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan akhir (Ultimate goal) dari penyelenggaraan sub unsur
organisasi yang sesuai dengan kebutuhan adalah terciptanva suatu
struktur dan sistem pengorganisasian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; efektif dan efisien; terdapat kejelasan,
kewenangan tanggunjawab, hubungan dan jenjang pelaporan,
fleksibel dan dinamis, secara personil organisasi yang sesuai.

Tujuan tersebut dapat dicapai melaui sasaran sebagai berikut:

a. Struktur organisasi sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatan;

b. Struktur organisasi memberikan wewenang dan tangungjawab
pimpinan dan bawahan memahami pengendalian
intern / tanggungjawabnya

¢. Organisasi dapat memberikan kejelasan hubungan dan jenjang
pelaporan intern, dipahami pegawai, serta saluran komunikasi
dapat berjalan lancer

d. Terlaksananya evaluasi dan penyesuaian secara periodic terhadap
struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan
strategis

e. Jumlah pegawai terutama untuk posisi pimpinan sesuai dengan
kebutuhan, pimpinan memiliki waktu yang cukup untuk
organisasi, pegawai tidak bekerja lembur secara berlebihan, serta
pimpinan tidak merangkap tugas dan tanggunjawab bawahannya
lebih dari satu orang.
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Manfaat penyelenggaraan sub unsur pembentukan struktur
organisasi yang sesuai dengan kebutuhan adalah:

a. Lancarnya arus informasi sehingga dapat mendukung proses
pengembalian keputusan oleh manajemen, serta meningkatkan
efisiensi operasi organisasi.

b. Efektifitas dan efisiensi operasi sebagai hasil dari ketepatan
tingkat sentrelisasi/desentralisasi yang ditetapkan.

c. Dapat menghindarkan terjadinya konflik antara anggota
organisasi, sebagai hasil dari kejelasan pembagian tugas,
wewenang, dan tanggungjawab diantara anggota organisasi.

d. Tumbuhnya mekanisme saling uji (check anf recheck) yang efektif
antara anggota organisasi

€. Tumbuhnya mekanisme learning and growth dalam kehidupan
organisasi sehari-hari.

2. Parameter Penerapan

a. Strutur organisasi instansi pemerintah disesuaikan dengan ukuran
dan sifat kegiatan.

b. Pembentukan struktur organisasi didasarkan kepada kebutuhan

¢. Adanya kebijakan tentanghubungan pelaporan intern

Sub Unsur Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab Yang Tepat

Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat oleh
setiap unsur manajemen dan pegawai dalam organisasi akan
membuat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menjadi lebih
lancar dan cepat, hal ini juga mendorong tercapainyva konflik dalam
organisasi. Pada akhirnya akan menimbulkan suasana vang kondusif
bagi berjalannya SPIP sehingga tujuan organisasi dapat tercapai
secara efektif.

Pengertian wewenang (kewenangan) menunjuk pada legitimasi
dalam mengelola kekuasaan. Wewenang merupakan salah satu
bentuk kekuasaan, yaitu kekuasaan sah, sedangkan tanggungjawab
adalah keharusan untuk memproses sesuatu yang diaemban sesuai
dengan kriteria vang ditetapkan. Delegasi artinya
menugaskan/menyerahkan /memberikan danterkadang diartikan
mengalokasikan atau mendistribusikan. Dengan demikian, dalam
pedoman teknis ini, pendelegasian wewenang didefenisikan sebagai
“proses pengalokasian wewenang kepada orang lain secara sah untuk
melakukan berbagai aktivitas yang ditunjukkan untuk pencapaian
tujuan organisasi”

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan akhir dari penerapan sub unsur pendelegasian
wewenang dan tanggungjawab vyang tepat dalam SPIP adalah
diterapkannya sistem pendelegasian wewenang dan tanggungjawab
kepada tiap tingkatan manajemen dan pegawai. Tujuan tersebut dapat
dicapai melaluai ssasaran-sasaran sebagai berikut:
a. Wewenang telah diberikan secara tepat sesuai dengan tingkat

tanggunjawabnya (dari pimpinan sampai dengan pegawai),
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b. Pegawai yang diberi wewenang memahami bahwa wewenang dan
tanggungjawab yang diberikan terkait dengan pihak lain, yang
terindikasikan dengan uraian tugas secara jelas.

c. Pegawai telah memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan
fanggungjawabnya terkait dengan penerapan SPIP, vyang
terindikasikan dengan pegawai telah diberdayakan untuk
mengatasi masalah atau melakukan perbaikan, serta terdapat
keseimbangan antara pendelegasian kewenangan yang diterima
dengan keterlibatan pimpinan yang lebih tinggi

Manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan menerapkan sub

unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat

adalah:

a. Agar pekerjaan keorganisasian dapat berjalan dengan baik;

b. Memastikan tanggungjawab tugas setiap individu dalam suatu
organisasi berfungsi secara normal

c. Penyelesaian pekerjaan akan dapat dilakukan lebih cepat, jika
pelimpahan wewenang berjalan efektif

d. Mendorong tercainya keputusan yang lebih baik dari berbagai hal

Menghindarkan terjadinya konflik dalam organisasi

f. Terjadinya keseimbangan wewenang antar manajemen vertical.

&

2. Parameter Penerapan
Parameterpenerapan pendelegasian wewenang dan

tanggungjawab adalah sebagi berikut:

a. Wewenang diberikan pada pegawai yang tepat sesuai dengan
tingkat tanggung jawabnya.

b. Pegawai yang diberi wewenang, memahami bahwa wewenang dan
tanggungjawab yang diterimanya terkai dengan pihak lain dalam
instansi pemerintah yang bersangkutan.

3. Idikator-Indikator

a. Adanya penetapan kepada pegawai untuk melakukan suatu
kewenangan dan tanggungjawab

b. Pegawai yang diberi wewenang dapat menjalankan pekerjaan
sesual dengan batasan dan tanggungjawab.

c. Adanya koordinasi dengan unit lain terkait pelaksanaan pekerjaan

/penugasan.

Sub Unsur Penyusunan dan Penerapan Kebijakan Yang Sehat
Tentang Pembinaan Sumberdaya Manusia

Sub unsur ini sangat penting bagi instansi pemerintah untuk
terwujudnya penerapan kebijakan manajemen dan praktik pembinaan
SDM yang sehat, sert sistern suparvisi kepegawaian yang memadai
sehingga memungkinkan untuk memperoleh pegawai sesuai dengan
vang dipersyaratkan organisasi. Penyusunan dan penerapan
kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumberdaya manusia dapat
diartikan sesuatu rangkaian konsep beserta pelaksanaannya secara
nyata tentang bagaimana mengatur potensi vang dimiliki oleh individu
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dalam organisasi, untuk dapat digunakan secara maksimal mencapai

tujuan organisasi.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang
pembinaan  sumber daya manusia dilaksanakan dengan
memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:

a. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampaidengan
pemberhentian pegawai, antara lain terkait penetapan formasi, pola
rekrutmen, program orientasi atau pelatthan prajabatan,
pendidikan dan pelatihan, evaluasi, konseling, promosi,
kompensasi/penggajian,tindakan koreksi terhadap
pegawai/penegakan disiplin, dan pemberhentian pegawai.

b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen:

c. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai, untuk
memastikan bahwa instansi pemerintah menjalankan tuga
kewajibannya sesuai dengan standar mutu dan prosedur kerja
vang telah ditetapkan.

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dan manfaat dari penyelenggaraan sub unsur
penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan
sumber daya manusia ditujukan bagi terwujudnya penerapan
kebijakan manajemen dan praktek pembinaan SDM yang sehat, sejak
terwujudnya penerapan Kkebijakan manajemen dan praktek sistem
supervise kepegawaian yang memadai, yang memungkinkan
memperoleh pegawai dengan pengetahuan dan kompetensi, serta
memiliki integritas dan etika yang dipersyaratkan untuk dapat
melaksanakan tanggungjawabnya dalam rangka mencapai tujuan
organisasi, pada saat ini maupun pada masa yang akan datang.

2. Parameter Penerapan

a. Instansi pemerintah telah menetapkan dan prosedur sejak
rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai

b. Instansi telah melakukan penelusuran latar belakang calon
pegawai dalam proses rekrutmen.

c. Instansi telah menerapkan suverpisi periodic yang menandai
terhadap pegawai

Indikator -Indikator

Adanya kebijakan dan prosedur pembinaan SDM

Terlaksananya kebijakan dimaksud sesuai dengan substansinya
Terlaksananya penelusuran latar belakang pegawai dalam setiap
proses rekrutmen

Seluruh pegawai yang diterima adalah pegawal yang memiliki
integritas dan komitmen yang tinggi

e. Pimpinan memberikan panduan dan untuk memastikan ketepatan
pelaksanaan pekerjaan serta mendorong berkurangnya tindakan
pelanggaran

i

L2
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(1.7) Sub Unsur Perwujudan Peran Aparat Pengawas Intern Yang Efektif

Pengawasan intern merupakan salahsatu bagian dari kegiatan

pengendalian intern, yang berfungsi melakukan penilaian indefenden

atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Lingkup

pengeluaran pengawasan intern, mencakup kelembagaan, lingkup

tugas, kompetensi SDM, kode etik, standar audit, pelaporan, dan
telaahan sejawat (peer review).

Pengawasan intern dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal
Pemerintah (APIP), Melalui kegiatan yang berkaitan langsung dengan
penjamin (assurance) dan konsultasi (consuling) untuk pemberian
solusi. Kegiatan penjamin dapat berupa audit, reviu, evaluasi, dan
pemantauan, sedangkan konsultasi untuk pemberian solusi atas
berbagai permasalahan dalam mpencapaian tujuan organisasi.
Perwujudan peran APIP yang efektif, sangat diperlukan untuk
memperkuat dan menunjang efektivitas sistem

Pengendalian intern, sehingga APIP diharapkan dapat:

a. Memberikan jaminan kualitas (quality anssurance) atas
akuntabilitas pengelolahan keuangan Negara kepada pimpinan
pemerintah pusat dan daerah

b. Berfungsi sebagai pendorong (trigger) bagi instansi pemerintah,
dalam membangun, dan mengelementasikan SPIP secara efektif
dan efisien.

c. Memberikan klarifikasi penyeimbang (check and balance), terhadap
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selaku
pemeriksa ekstern pemerintah

Peran APIP dalam instansi pemerintah adalah melaksankan
fungsi sebagai auditor intern. Untuk mewujudkan peran yang efektif,
Apip dituntut untuk melakukan pendekatan dan praktik interna
auditing yang modern, berorientasi kepencapaian tujuan organisasi,
melalui kegiatan:

a. Pemberian kepastian, keyakinan, dan penjamin vang memadai
(assurance) dengan melakukan kegiatan, antara lain audit, reviu,
penilaian, evaluasi, verifikasi, pengujian dan pemantauan atau
monitoring

b. Konsultasi (consuling) untuk pemberian solusi atas berbagai
permasalahan dalam pencapaian tujuan organisasi, dengan
melakukan kegiatan, antara lain sosialisasi, bimbingan,
pendampingan, pemberian saran/petunjuk (advuca/konsultasi,
melakukan pelatihan (training), dan survey.

1. Tujuan dan Manfaat
Tujuan peraan APIP yang efektif adalah membantu manajemen
dilingkungan instansi pemerintah mencapai tujuan organisasi secara
taat, hemat, efektif dan efisien dengan memberikan nilai tambah dan
meningkatkan operasi organisasi. Untuk perwujudan peran APIP vang
efektif meliputi:
a. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,
efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas
dan fungsi instansi pemeriantah
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b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas
manajemen risiko dalam penyelengaraan tugas dan fungsi instansi
pemerintah

c. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola
penyelenggaraan tugas dan fungsi inastansi pemerintah

Manfaat yang dapat diperoleh adalah:

a. Dapat memberikan jaminan kualitas (quality assurance) atas
akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara kepada pimpinan
pemerinatah pusat dan daerah

b. Berfungsi sebagai pendorong (trigger) bagi instansi pemerintah
dalam membangun dan mengimplementasikan SPIP secara efektif
dan efisien

¢. Memberikan klarifikasi penyeimbang (check and balance) terhadap
hasil pemeriksaan BPK.

2. Parameter Penerapan

a. Instansi Pemerintah memiliki mekanisme untuk memberikan
keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan
efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi
instansi pemerintah.

b. Dilaporkannya tindak lanjut temuan dan rekomendasi kepada unit
atasan instansi pemerintah yang bersangkutan.

3. Indikator -Indikator

a. Inspektorat telah melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan
instansi pemerintah (aspek keuangan dan kinerja pelayanan)

b. Atas kegiatan yang dilakukan oleh inspektorat telah dibuat laporan
hasil pengawasan secara tepat waktu setelah melaksanakan tugas
pengawasan

c. APIP secara rutin memberikan surat atensi atas permasalahan
yang timbul dan risiko yang mungkin dihadapi

d. Pimpinan instansi telah menindaklanjuti seluruh surat atensi APIP

Sub Unsur Hubungan Kerja Yang Baik Dengan Instansi Pemerintah
Terkait

Hubungan kerja yvang baik dengan semua pihak yvang memiliki
keterkaitan dengan tugas fungsi suatu instansi pemerintah akan
memperlancar pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang telah
dicanangkan untuk mencapai tujuan dansasarannya.

Hubungan kerja yang baik diciptakan melalui koordinasi dan
kerja sama yang kontruktif dan berkesinambungan diantara instansi
pemerinta. Koordinasi tersebut dimulai sejak tahap perencanaan
program / kegiatan sampai dengan tahap pelaporan keuangan

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan akhir (ultimate goal] dari hubungan kerja yang baik
dengan instansi pemerintah terlat adalah terciptanya hubungan kerja
yang baik dengan lingkungan diluar organisasi, termasuk intansi
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pemerintah lainnya sehingga tercipta kondisi yang saling
berkoordinasi antara instansi pemerintah. Tujuan tersebut dapat
dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

a.

Terciptanya hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah
yvang melaksankan [ungsi pengelolaan anggaran, akutansi dan
perbendaharaan, serta melakukan pembahasan secara berkala
tentang pelaporan keuangan dan anggaran, pengendalian intern
serta kinerja.

Terciptanya hubungan kerja vang baik dengan lingkungan diluar
organisasi, termasuk instansi pemerintah lainnya vang
melaksankan tanggungjawab pengendalian yang bersifat lintas
sektoral

Terwujudnya mekanisme saling uji antara instansi pemerintah
terkait.

Manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan menerapkan

sub unsur hubungan kerja yang baik adalah:

a.

Dipandang dari sisi organisasi pemerintah secara keseluruhan
bermanfaat bagi terpeliharanya keselarasan aktivitas seluruh
organisas pemerintah

Meningkatkan fungsi koordinasi dan menghindari terjadinya konfik
antar organisasi pemerintah

Disfungsionalisasi suatu organisasi dalam sistem pemerintahan
secara keseluruhan

Dengan terciptanya hubungan yang harmonis dengan instansi
pemerintah yang melaksanakan tanggungjawab pengendalian yang
bersifat lintas sektoral akan dapat membantu setiap organisasi
pemerintah untuk dapat menyelesaikan setiap permasalahan
/kesulitan dalam penerapan SPIP

Tersedianya data akuntabilitas setiap instansi pemerintah (pusat
dan daerah) yang valid, akurat dan tepat waktu sehingga dapat
mendukung penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah
berbasis Presidents Accountability System (PAS)

Dengan adanya mekanisme saling uji, maka akan diperolak data
vang lebih akurat yang terkait dengan data pada dua atau lebih
intansi yang berbeda

. Parameter Penerapan

Terdapat hubungan kerja yang baik antar inatansi pemerintah
vang mengolah anggaran, akutansi dan perbendaharaan sehingga
tercipta mekanisme saling uji.

Indikator - Indikator

Adanyva mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait,
antara lain pada proses penganggaran (RKA/DPA), proses
pelaksanaan kegiatan /kinerja (SPM,SP2D, SPJ), proses pelaporan
keuangan dan kinerja (laporan keuangan dan laporan kinerja).
Dilaksanakan rekonsiliasi atas data terkait keuangan dan kinerja
dengan instansi terkait atas kegiatan lintas sektoral
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UNSUR PENILAIAN RISIKO

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 khususnya bagian ketiga, pasal
13 ayat (1) disebut bahwa pimpinan instansi wajib melakukan penilaian
risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko.

(2.1) Sub Unsur Identifikasi Risiko

Penialain risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan
instansi pemerintah yang jelas dan konsisten, baik pada tingkat instansi
maupun pada tingkat kegiatan. Setelah penetapan tujan kegiatan dan
sasaran instansi pemerintah melakukan identifikasi atas risiko intern
dan ekstern yang dapat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan
tersebut, menganalisanya untuk mendapatkan risiko yang sangat
rendah. Ruang lingkup identifikasi risiko mencakup risiko potensial bai
risiko yang berasaldari lingkungan internal maupun lingkungan
eksternal instansi pemerintah,

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam
pencapaian tujuan dan sasaran intansi pemerintah. Ada juga yang
menyebutkan risiko adalah terjadinya sesuatu yang akan mempunyai
dampak terhadap tujuan. Dalam penjelasan PP Nomor 60 Tahun 2008
risiko dapat berasal dari faktor internal serta factor lain yang dapat
diikhtisarkan sebagai berikut:

a. Risiko factor eksternal misalnya peraturan perundang-undangan
baru, perkembangan teknologi, bencana alam dan gangguan
keamanan

b. Risiko factor intern misalnya keterbatasan dana operasional, sumber
daya manusia yang tidak kompeten, peralatan yang tidak memadai,
kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, serta suasana kerja yang
tidak kondusif.

c. Risiko faktor lain adalah risiko akibat kegagalan pencapaian tujuan
dan keterbatasan anggaran vyang pernah terjadi antara lain
disebabakan oleh pengeluaran program vyang tidak tepat dan lain-
lainnya

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana,
kapan, mengapa dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat
berdampak negatip terhadap pencapaian tujuan. Tujuannya adalah
untuk menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-
kejadian yang berpotensi membawa dampak terhadap pencapaian tiap
tujuan yangtelah diidentifikasi dalam penetapan konteks/tujuan.
Potensi kejadian-kejadian tersebut dapat mencegah, mengahambat
menurunkan, memperlama atau justru meningkatkan pencapaian
tujuan-tujuan tersebut. Setelah mengidentifikasi apa yang dapat terjadi,
ama perlu dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan penyebab dan
scenario-skenario yang dapat terjadi.

Terdapat banyak jalan untuk kemunculan suatu kejadian dan oleh

karenanya perlu jangan samapai ada penyebab-penyebab signifikan

yang tertinggal.
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1. Tujuan Penilaian Risiko

a. Mengidentifikasi dan menguraikan semus risiko potensial yang
berasal, baik dari factor internal maupun factor eksternal.

b. Mendeteksi risiko -risiko vang memerlukan perhatian manajemen
instansi dan memerlukan perhatian manajemen instansi dan yang
memerlukan penanganan segara atau tidak memerlukan tindakan
lebih lanjut dan

¢, Memberikan suatu masukan atau rekomendasi untuk meyakinkan
bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi
untuk dikelola dengan efektif

2. Parameter Penyerapan Penetapan Tujuan Instansi Pemerintah

Secara Keseluruhan

a. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi
pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-
undangan

b.Instansi  pemerintah  memiliki rencana  strategis  yang
mempertimbangkan tujuan instansi dan risiko ekstern dan intern.

c. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan strategi operasional
vang konsistendengan rencana strategisdan rencana penilaian
risiko

Identifikasi Risiko
Pimpinan instansi pemerintah menggunakan metode dan mekanisme
identifikasi risiko intern dan ekstern yang terkait dengan tujuan
instansi pemerintah

3. Indikator - Indikator

a. Ada renstra KL /Renstrada

b. Adanya kesesuaian antara penetapan tujuan renstra instansi
pemerintah (KL/Pemda) dengan RPJMD

c. Adanya identifikasi dan analisis risiko intern dan ekstern yang
terkait dengan tujuan instansi

d. Adanya rencana struktur pengendalian penanganan risiko instansi
pemerintah

e. Adanya kebijakan untuk melakukan risiko dalam penyusunan
Renstra KL /Rentrada

f. Adanya penerapan kebijakan penilaian risiko dalam menyusun
rentra KL/Renstrada

o. Adanya penetapan strategi operasional (RKA K/L/RKPD, Renja,
Tapkin) Instansi pemerintah dalam suatu peraturan.

h. Adanya kebijakan mengenai metode dan mekanisme identifikasi
risiko

(2.2) Sub Unsur Analisis Risiko

Anasilis risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang
telah teridentifikasi, dalam rangka mengistimasi kemungkinan
munculnya dalam besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau
status risikonya. Status risiko diperoleh dari hubungan antara
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kemungkinan (frekuensi atau probabilitas kemunculan) dan dampak
(besaran efek), jika risiko terjadi. Status risiko biasanya disajikan dalam
bentuk table. Analisis risiko dilaksankan untuk menentukan dampak
dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi
pemerintah.

1. Tujuan Analisis Risiko

Analisis risiko bertujuan untuk memisahkan risiko-risiko kecil
(vang dapat diterima) dengan risiko-risiko besar dan menyiapkan data
sebagal bantuan dalam mengevaluasi dan menangani/mengendalikan
risiko. Analisis risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas)
dan dampak dari risiko. Risiko dianalisis dengan mengkombinasikan
taksiran kemungkinan dan dampak dalam konteksnya dalam ukuran
pengendalian yang telah ada (existing control measure). Risiko yang
berdampak rendah sedapat mungkin tetap didaftar untuk menunjukkan
kelengkapan analisis risiko.

Melalui analisis risiko, instansi pemerinatah dapat menetukan
dampak risiko terhadap pencapaian tujuan, tingkat risiko yang dapat
diterima, dan prioritas risiko yang perlu ditangani deangan kegiatan
pengendalian.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis risiko
a. Memahami pengendalian risiko

Lakukan identifikasi terhadap system pengendalian dan prosedur
untuk pengendalian risiko, serta lakukan penilaian terhadap
kekuatan dan kelemahannya. Instrumen yang digunakan dalam hal
ini adalah daftar uji (checklist), pertimbangan sesuai dengan
pengalaman dan dokumen, bagan arus (flow chart), curah pendapat
(brainstorming), analisis sistem, analisis scenario, teknik
pengembangan sistem, inspeksi, dan teknik penilaian sendiri (control
selp-assesment).

b. Kemungkinan dan dampak

Kemungkinan dan dampak risiko dikombinasikan untuk
menghasilkan status risiko tertentu. Kemungkinan dan dampak
risiko dapat ditentukan dengan menggunakan analisis statistik dan
perhitungan tertentu. Untuk menghindari adanya bias dalam analisis
risiko maka sumber informasi dan teknis terbaik harus digunakan.
Sumber imnformasi tersebut antara lain:

Dokumen-dokumen terdahulu

Pengalaman yang relevan

Praktik-praktik terbaik yang pernah ada

Literatur-literatur yang relevan

Survei kepuasan public

Eksperimen dan protetipe dan

Pertimbangan dari ahli/pakar

Teknik-teknik yang dapat digunakan antara lain:

Wawancara terstruktur dengan pakar

b. Melibatkan kelompok ahli multi disiplin

® Moo o

a
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c. Evaluasi individu dengan menggunakan questioner dan
d. Penggunaan computer dan model lain

2. Parameter Penerapan
Analisis Risiko
a. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan propabilitas
terjadi risiko dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan instansi
pemerintah
b. Pimpinan instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian
dalam menentukan tingkat risiko vang dapat diterima

Pengelolaan Risiko Selam Perubahan (Trnsformatif)

c. Instansi pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap
risiko yang timbul akibat dari perobahan yang berpengaruh besar
terhadap instansi pemerintah yang menuntut perhatian pimpinan
tingkat atas.

3. Indikator - Indikator

a. Adanya peta risiko dan prioritas penanganannya

b. Adanya penetapan tingkat risiko yang dapat diterima

c. Adanya argumentasi/alasan atas besaran tingkat risiko yang
diterima

d. Adanya hasil identifikasi atas perubahan signifikan vyang
mempengaruhi instansi pemerintah

e. Adanya kesesuaian perubahan tersebut terhadap analisis dan
penanganan risiko

C. UNSUR KEGIATAN PENGENDALIAN

Kegiatan pengendalian, yaitu kebijakan dan prosedur yang membantu
memastikan arah pimpinan dilaksanakan, serta tindakan vang perlu
dilakukan untuk mengendalikan risiko vang telah diidentifikasi dalam
rangka pencapaian tujuan instansi.

Kegiatan pengendalian intern adalah tindakan yang perlu untuk
mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur
untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan
secara efektif. Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya
memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi
pemerintah.

b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko

c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus
instansi pemerintah

d. Kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan secara tertulis

Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara tertulis

f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut masih sesual dan berfungsi seperti vang
diharapkan

3



(3.1) Sub Unsur Reviu Kinerja Instansi Pemerintah

Reviu merupakan suatu proses untuk mengetahui apakah hasil
kegiatan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan dan
peraturan perundang undangan yang berlaku. Reviu adalah penelaahan
ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan
tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma
vang telah ditetapkan.

Reviu kinerja instansi pemerintah, meliputi reviu terhadap pencapian
hasil, kegiatan,program, kebijakan, dan keselarasan tujuan dengan visi dan
misi instansi, penganggaran, keuangan, pelaporan, dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-undangan. Kinerja instansi pemerintah adalah
gambaran mengnal tingkat pencapian sasaran ataupun tujuan instansi
pemerintah sebagai penjabaran dari visi misi,dan strategi instansi
pemerintah yang mengidikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang
ditetapkan

Dengan demikian, reviu kenerja merupakan kegiatan penelaahan
kembali capaian kinerja instansi pemerintah, dengan cara membandingkan
kinerja dengan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan. Tolok ukur kinerja
antara laian berbentuk target, anggaran, prakiraan, dan kinerja periode
yang lalu.

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dilakukan reviu adalah untuk mengetahui apakah hasil
pencapian kinerja instansi pemerintah telah sesuai dengan tolok ukur yang
telah ditentukan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Reviu
dilakukan terhadap seluruh kegiatan instansi pemerintah, yang meliputi
kinerja kegiatan, kinerja program, kinerja kebijakan, penganggaran,
keuangan, dan pelaporan. Manfaat dari sub unsur ini antara lain membantu
dan memastikan bahwa arahan dari pimpinan instansi pemerintah telah
dilaksanakan, sesuai dengan kebiajakan dan prodesur wvang telah
ditetapkan.

2. Parameter Penerapan
Reviu atas kinerja instansi pemerintah dilaksanakan dengan
membandingkan antara kinerja dengan tolok ukur kinerja yang
ditetapkan

3. Indikator - Indikator
a. Pimpinan terlibat dalam penyusunan renstra dan RKT
b. Terlaksananya reviu kinerja instansi secara berkala
¢. Terwujudnya akuntabilitas kinerja

(3.2) Sub Unsur Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan SDM adalah pembinaan terhadap semua orang yang
tergabung dalam suatu organisasi, baik pimpinan, staf, atasan,
bawahan,pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan seterusnya, yang dengan
peran dan sumbangannya masinsg-masing mempengaruhi tercapainya
tujuan organisasi. Untuk memperoleh kwalitas SDM sesuai dengan
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kebutuhan instansi, maka perlu disusun suatu desain pengelolaan SDM.
Proses ini dimulai dari tahap penerimaan pegawai sesuai dengan
kebutuhan. Pegawai yang baru direkrut diberi orientasi kerja agar
memahami bidang pekerjaannya. Pendidikan pelatihan diberikan secara
berkala untuk meningkatkan kemampuan kerja.

Evaluasi dan konseling pegawai dilakukan untuk memastikan setiap
pegawai berada pada kemampuan optimal. Tindakan disiplin dikenakan
pada kemampuan optimal. Tindakan disiplin dikenakan kepada pegawai
yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dan
promosi/kempensasi diberikan kepada pegawai yang taat aturan dan kinerja
baik. Pengabdian pegawai berakhir pada saat diberhentikan,baik karena
sudah memenuhi usia purnabakti, diberhentikan dengan hormat, maupun
diberhentikan tidak dengan hormat. Siklus ini dirancang sesuai dengan
konsep pengendalian internal instansi pemerintah dan jika dilaksanakan
dengan baik akan mengurangi risiko kegagalan sampai pada tingkat
minimal.

1. Tujuan dan Manfaat

Tujan dari sub unsur Pembinaan SDM adalah:

a. Terkomunikasinya visi misi, tujuan, nilai dan strategi instansi kepada
pegawai.

b. Tersusunnya strategi perencanaan dan pembinaan sumber daya
manusia vang mendungkung pencapaian visi dan misi

c. Tersusunnya uraian jabatan, prosedur rekrutmen, program
pendidikan dan pelatihan pegawai, sistem kompensasi, program
kesejahteraan dan fasilitas pegawai, sistem kompensasi, program
kesejahteraan dan [fasilitas pegawai, ketentuan disiplin pegawai,
sistem penilaian kinerja, serta rencana pengembangan karir.

Manfaat dari penyelenggaraan SPIP sun unsur Pembinaan SDM
pada unsur kegiatan pengendalian adalah agar dapat memberikan
keyakinan kepada manajemen bahwa pegawai yang ada telah dikelola
dan di manfaatkan dengan baik sehingga dapat memberikan kontribusi
yang nyata dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan
sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

2. Parameter Penerapan
Pimpinan instansi pemeriantah melakukan pembinaan sumberdaya
manusia secara memadai

3. Indikator ~ Indikator
a. Adanya peta kebutuhan SDM disetiap fungsi
b. Penetapan dan pengembangan SDM sesuai dengan kebutuhan
organisasi

(3.3) Sub Unsur Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi meliputi
pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum terkait
dengan lingkungan sistem pengelolaan sistem informasi, sedangkan
pengendalian aplikasi memastikan bahwa input telah lengkap dandoperoleh
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dari sumber yang valid, sistemsistem yang memproses input dapat
diandalakan, dan output yang dihasilkan dapat diuji kebenarannya.

Kegiatan merupakan suatu tindakan yang diperlukan untuk
mengatasi risiko, penetapan, serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur
untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan
secara efektif. Kegiatan pengendalian dirancang dan dikembangkan
berdasarkan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan. Sedangkan sistem
informasi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tugas dan
fungsi instansi pemerintah, serta untuk pemrosesan data akutansi dan
kinerja.

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi adalah:

a. Meningkatkan akurasi input, proses dan output dari pengelolaan
sistem informasi

b. Meningkatkan pengamanan data

¢. Menekan risiko kesalahan pengelolaan sistemn informasi
Manfaat tujuan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
adalah:

a. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan

b. Produktivitas kinerja operasional dan keuangan dan

c. Tercapainya tujuan pengendalian

2. Parameter Penerapan
a. Pengendalian umum atas pengelolaan sistem informasi
b. Pengendalian aplikasi atas pengelolaan sistem informasi
3. Indikator - Indikator
Adanya pengendalian atas akses system informasi
Adanya jaminan kontinuitas pelayanan system informasi
Adanya pengendalian otoritas atas sistem informasi
Adanya pengendalian kelengkapan data transaksi
Adanya pengendalian akurasi
Adanya pengendalian terhadap keandalan pemprosesan dan file data

o oo o

(3.4) Sub Unsur Pengendalian Fisik Atas Aset

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yvang dapat
membantu memastiakan dilaksanakannya arahan pimpinan instansi
pemerintaha, untuk mengurangi risiko vang telah diidentifikasi selama
proses penilaian risiko. Kebijakan dan prosedur dikembangkan untuk
meminimal risiko, sehingga membantu memberi keyakinan yang memadai
bahwa tujuan instansi pemerintah dapat dicapai. Kebijakan dibuat untuk
mengarahkan apa yang seharusnya dikerjakan dan berfungsi sebagai dasar
bagi penyusunan prosedur. Prosedur adalah rangkaian urutan tindakan,
dilakukan oleh satu atau beberapa orang, dengan peralatan dan waktu
tertentu dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Kebijakan dan prosedur
harus dibuat secara tertulis.

Kegiatan pengendalian meliputi kegiatan pengendalian yang bersifat
detektf dan prepentif. Setelah terdeteksi adanya penimpangan atau
kelemahan, harus dilakukan tindakankoreksi untuk menyempurnakan
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kegiatan pengendalian sehingga diperoleh keyakinan yang memadai bahwa
tujuan organisasi dapat dicapai.

Penerapan pengendalian pada suatu instansi pemerintah dapat
berbeda dengan instansi pemerintah lainnya. Perbedaan penerapan tersebut
antara lain disebabkan oleh perbedaan:

Visi, misi dan tujuan

Lingkungan dan cara beroperasi

Sejarah atau latar belakang serta budaya dan

Risiko vang dihadapi.

Meskipun instansi pemerintah mempunyal visi, misi tujuan, sasaran,
dan struktur organisasi yang sama, dapat menerapkan Kkegiatan
pengendalian yang berbeda. Hal ini karena pertimbangan pimpinan,
implementasi, dan manajemen. Semua factor tersebut mempengaruhi
kegiatan pengendalian intern sehingga pengendalian tersebut harus
diransang untuk memberikan sumbangan dalam mencapai misi, tujuan,
dan sasaran instansi.

oo o

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan pengendalian fisik dan aset yang dimiliki oleh instansi
pemerintaah adalah agar asset tersebut aman dari risiko hilang, rusak atau
digunakan tanpa hak. Untuk itu pimpinan istansi pemerintah
harusmenetapkan kebijakan dan prosedurpengamanan fisik atas asset,
mengimplementasikaan dan mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai.
Pedoman sub unsur pengendalian fisik atas asset ini merupakan pedoman
teknis bagi pimpinan instansi pemerintah, guna mewujudkan pengendalian
fisik atas asset vang efektif. Pedoman teknis ini dapat diaplikasikan secara
nyata oleh pimpinan instansi pemerintah dalam mengamankan fisik aset
dari resiko hilang, rusak, dan penggunaan/ pemanfaatan oleh pihak yang
tidak berhak.

2. Parameter Penerapan

Pimpinan instansi pemerintah telah menetapkan pengendalian fisik atas
aset

3. Indikator - Indikator

a. Adanya kebijakan mengenai pengamanan fisik asset
Adanya pembatasan atas akses terhadap asset penting
Adanya pengamanan fisik asset atas risiko rusak dan hilang
Adanva rencana pemulihan apabila terjadi bencana

Poif? 5

(3.5) Sub Unsur Penetapan dan Reviu Atas Indikator dan Ukuran

Kinerja

Sub unsur penetapan dan reviu atas indicator dan ukuran kinaerja
penting untuk mengukur pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam
menyelenggarakan  sebagian tugas instansi pemerintah. Dalam
melaksanakan penetapan penetapan dan reviu indicator dan pengukuran
kinerja pempinan instansi pemerintah harus menetapkan indikator dan
ukuran kinerja, mereviu dan melakukan validasi secara preodik atas
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ketepatan dan keandalan indicator serta umuran kinerja, mengevaluasi
factor penilaian pengukuran kinerja dan membandingkan secara terus
menerus data capaian kinerja dengan sasaran yang ditetapkan dan
selisihnya dianalisis lebih lanjut,

Penetapan indicator dan kinerja untuk instansi pemerintah dimulai
dengan kontrak manajemen, yaitu suatu bentuk kesepakatan sasaran dan
target kinerja yang hendak dicapai. Kesepakatan ini akan menjadi suatu
bentuk pengawasan terhadap proses pencapaian tujuan instansi
pemerintah. Kesepakatan kinerja dalam kontrak manajemen dibuat antara
pimpinan/pejabat dan pegawai dengan atasan langsungnya dalam situasi
instansi pemerintah.

Indikator dan ukuran kinerja yang tertuang dalam Kkesepakatan
kontrak manajemen instansi pemerintah harus selaras antara indicator
dengan ukuran kinerja tingkat instansi pemerintah dengan tingkat unit
kerja organisasi dan pegawai. Indikator dan ukuran kinerj utama pada
setiap tingkat unit kinerja organisasi, meliputi indicator dan ukuran kinerja
keluaran (output) dan hasil (autcome), dengan uraian sebagai berikut:

1. Tujuan dan Manfaat
Tujuan penetapan indicator dan ukuran kinerja sebagai alat untuk
mengukur pencapian suatu tujuan dan kegiatan instansi pemerintah,
mengevaluasi dan memantau kinerja instansi pemerintah,
Manfaat indicator dan ukuran kinerja yang tepat antara lain:
a. Keberhasilan instansi pemerintah menjadi lebih terukur
b. Pengelolaan sumber daya menjadi lebih efisien dan efektif
c. Perbaiakan kinerja secara berkelanjutan dapat dilakukan dengan
mengukur pencapaian kemajuan target dari waktu kewaktu dan
penentuan tindakan korektif vang diperlukan
d. Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas tujuan, kegiatan, dan tugas
yang dijalankan.

2. Parameter Penerapan
Pimpinan instansi pemerintah telah meriviu indicator dan ukuran kinerja
yang telah ditetapkan.

3. Indikator - Indikator
Terselenggaranya proses reviu terhadap indicator dan ukuran kinerja

(3.6) Sub Unsur Pemisahan Fungsi
Konsep “ pemisahan fungsi” didasarkan pada risiko yang melekat
pada kegiatan manusia sebagai individu, dalam melaksanakan
kegiatan operasional dalam instansi pemerintah, seperti terjadinua
kesalahan dalam membuat kebijakan atau menyetujui transaksi
Karena tidak akurat data, kesalahan melakukan pencatatan, bahkan
melakukan  keteledoran  dalam  melakukan  tanggungjawab
penyimpanan asset berharga yang berakibat hilangnya/ rusaknya
asset tersebut yang paling parah adalah adanya kecendrungan untuk
melakukan kolusi. Untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hal
yang demikian, maka kegiatan pengendalian yang harus dilakukan
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dalam penerapan sistem pengendalian yang efektif adalah adanya
pemisahan fungsi terhadap aspek utama transaksi atau kejadian
pentinga dalam instansi pemerintah.

Pemisahan tugas adalah adanya otoritas atas
kejadian/transaksi, khususnya yang terkait asset (uang/barang),
proses pencatatan (ransaksi dan penyimpanan assetnya tidak
dilakukan oleh satu orang dengan tujuan mencegah terjadinya
kesalahan atau kecurangan. Untuk menciptakan pengendalian intern
yang memadai, harus ada pemisahan tugas /pekerjaan kepada
beberapa orang yang berbeda untuk melaksanakan (proses) suatu
terkait dengan transaksi atau kejadian utama dalam suatu organisasi.
Dengan demikian, terdapat saling mengecek guna terjadinya
kesalahan dan/atau kecurangan.

Pemisahan tugas dalam setiap struktur organisasi akan berbeda
karena tergantung pada ukuran, sifat dan jenis usahanya. Salah satu
konsep pemisahan tugas, dikatagorikan kedalam empat fungsi
terhadap proses suatu transaksi/kejadian utama dari awal sampai
akhir, yaitu:

Adanya otorisasi, penyimpanan pencatatan, dan rekonsiliasi. Untuk
perancangan dan pelaksanaan sistem vyang sempurna, maka
sebaiknya satu orang tidak menangani lebih dari satu fungsi tersebut,

Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2)
beserta penjelasan PP 60 tahun 2008 bahwa: “pimpinan instansi
pemerintah wajib melakukan pemisahan fungsi untuk mengurangi
resiko terjadinya kesalahan, pemborosan atau kecurangan yang dalam
pelaksanaannya pimpinan instansi pemerintah harus menjamin
bahwa seluruh aspek wutama transaksi atau kejadian tidak
dikendaliakn oleh satu orang”

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan akhir (ultimate goal) dari penerapan dari sub unsur

“pemisahan fungsi“kegiatan adalahterimplementasikannya pemisahan

fungsi dalam pengendlaian pengelolaan keuangan Negara. Tujuan

tersebut dicapai dengan sasaran sebagai berikut:

a. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan kebijakan vang
menjamin bawa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak
dikendalikan oleh satu orang

b. Pegawal dan atasannya memahami pentingnya pemisahan fungsi
dalam melaksanakan kegiatan organisasi khususnya dalam
menangani transaksi atau kejadian penting.

¢c. Penerapan pemisahan fungsi kepada orang vang berbeda untuk
melaksanakan pengendalian setiap aspek utama atau kejadian.

d. Penerapan pemisahan tugas kepada orang vang berbeda untuk
menangani transaksi atau kejadian penting, menghotorisasinya
menyetujuinya, mencatatnya dan melakuakan pembayaran atau
penerimaan uangnya, serta menyimpan asset atas transaksi
tersebut
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e. Penerapan pemisahan fungsi kepada orang yang berbeda untuk
melaksanakan secara terpisah penyimpanan uang tunai surat
berharga dan asset beresiko tinggi lainnya.

f. Pelaksanaan rekonsiliasi, konfirmasi, dan pengujian fisik secara
berkala sesuai dengan kebijakan yang harus ditetapkan dan
dilaksanakan oleh orang vang berbeda dari orang yang menangarni
atau menyimpan aset tersebut.

g. Pengawas yang ditugaskan telah mereviu berfungsinya kegiatan
pemisahan fungsi dalam sistem pengendalian intern dan terhadap
penyimpanan atau timbulnya masalah dalam penerapannya telah
diambil tindak lanjut secara tepat waktu.

2. Parameter Penerapan
Pimpinan instansi pemerintah menjamin bahwa seluruh aspek
utama transaksi atau kejadian tidak dikendaliakan oleh satu
orang.

3. Indikator -indikator

Adanya kebijakan yang mengatur terhadap pemisahan

tanggungjawab dan tugas menyangkut:

a. Tidak seorangpun diperbolehkan mengendalikan seluruh aspek
utama atau kejadian

b. Pemisahan otorisasi, persetujuan, pemrosesan dan pencatatan,
pembayaran atau penerimaan dana, reviu dan audit serta
fungsi-fungsi penympanan dan penanganan aset sehingga
memberikan adanya checks and balances

c. Tidak seorangpun diperbolehkan menangani sendiri uang tunai,
surat berharga dan aset beresiko tinggi lainnya.

(3.7) Sub Unsur Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting

Kegiatan pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang
disusun untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat
oleh manajemen telah dilaksanakan.Kebijakandan prosedur ini
memberikan keyvakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah
dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tuuan
etitas. Untuk itu kegiatan pengendalian harus dikembangkan pada
kegiatan pokok instansi pemerintah yang didasarkan pada hasil
penilaian risiko yang telah dilakukan. Guna mencegah berbagail risiko
yang mungkin timbul dari pelaksanaan transaksi atau kejadian yang
valid yang dijalankan sesuai kehendak manajemen.

Otorisasi adalah pelaksanaan kewenangan oleh pejabat tertentu
dilingkungan pemerintah untuk mengijinkan atau tidak mengijinkan
suatu tindakan didalam lingkungan birokrasi pemerintah yang
berakibat pada perubahan, vang baik secara hokum mengikat maupun
yang tidak mengikat instansi pemerintah tersebut. Hal ini memberikan
makna bahwa otorisasi hanya dapat dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang dan dikeluarkan dalam bentuk dokumen persetujuan, serta
memiliki dampak bagi transsaksi maupun pelaku transaksi itu sendiri.
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1. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dari penerapan sub unsur otorisasi atas transaksi dan
kejadian yang penting adalah:

a. Terimplementasikannya  prinsip bahwa pimpinan instansi
pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat dan
ketentuan otorisasi kepada pegawal

b. Terwujudnya pengendalian yang dapat memberikan keyakinan
bahwa hanya transaksi dan kejadian yang valid yang diproses dan
dientri

c. Terwujudnya pengendalian yang dapat memberikan keyakinan
bahwa transaksi dan kejadian signifikan yang di entri adalah hanya
yang telah diotorisasi dan dilaksanakan hanya oleh pegawai, sesuai
dengan lingkup otoritasnya.

Manfaat yvang dapat diperolah organisasi dengan menerapkan
sub unsur otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting adalah:
Adanya tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan
Adanya pengendalian atas altivitas-aktivitas
Tidak terjadinya duplikasi tugas dan dokumen
Adanya wewenang untuk melakukan pekerjaan
Tidak terjadinya pemborosan yang dilakukan
Adanya instruksi yang jelas, dan
Adanya upaya dukungan dalam penjagaan mutu produk dan
layanan

| o R0 g

2. Parameter Penerapan
Pimpinan instansi pemerintah menetapkan mengomunikasikan
syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai

3. Indikator-indikator

Adanya ketentuan tentang persyaratan otorisasi

Adanya pengomunikasian ketentuan persyaratan otorisasi

o

(3.8) Sub Unsur Pencatatan Yang Akurat dan Tepat waktu Atas
Transaksi dan Kejadian

Pencatatan yang akurat dan tepat waktu akan membantu
memasatikan tercapainya tujuan instansi pemerintah karena akan:

a. Mampu mengurangi peluang bagi petugas terkait untuk
memanipulasi transaksi

b. Memastikan bawa transaksi telah diklarifikasikan dengan tepat

c. Memastikan ketetapan waktu pencatatan transaksi.

Pencatatan transaksi dikatakan akurat apabila telah
diklarifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar.
Pengklasifikasian secara layak dan pencatatan telah dilaksanakan atas
keseluruhan siklus transaksi/kejadian yang meliputi otorisasi, inisiasi,
pemrosesan, dan pengklasifikasian.

Pengertian pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas seluruh
kejadian dan transaksi adalah pencatatan yang memenuhi unsur-
unsur sebagai berikut:
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a. Pencatatan yang didukung dengan bukti-bukti vang valid, andal,
dan relevan

b. Pencatatan yang lengkap dan terhindar dari kesalahan penulisan,
misalnya besaran jumlah, nilai, tanggal, dan sebagainya

c. Pencatatan yang didalamproses pelaksanaannya menaati/ mengikuti
sistem-prosedur pencatatan yang tealah ditetapkan.

1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari Penyelenggaraan pencatatan yang tepat waktu dan
transaksi dan kejadian adalah untuk menjamin tersedianya informasi
vang relevan dan terpercayva untuk pengambilan keputusan.

Manfaat penyelenggaraan pencatatan yang akurat dan tepat
waktu atas transaksi dan kejadian adalah:

a. Terciptanya klasifikasi dan pencatatan yang tepat untuk seluruh
siklus transaksi atau kejadian, yang mencakup otorisasi,
pelaksanaan, pemprosesan, dan klasifikasi akhir dalam pencatlalan
ikhtisar.

b. Terlaksananya pencatatan atas transaksi dan kejadian yang
diklasifikasikan dengan tepat dan dicatat dengan segera sehingga
tetap relevan, bernilai, dan berguna bagi jajaran pimpinan
dalammengendalikan kegiatan yang mengambil keputusan.

c. Adanya pengendalian melalui verifikasi yang tepal atas transaksi
dan kejadian, mencakup organisasi dan informasi pada dokumen
sumber, serta pencatatan iktisar sebagai pelapor.

d. Tersedianya data/ informasi yang akurat dan relevan sebagai bahan
pelaporan

e. Pelaporan yang andal dan valid sebagai bahan pengambilan
keputusan manajemen

2. Parameter Penerapan
Pimpinan instansi pemerintah menjamin bahwa pencatatan
dilakukan secara akurat dan tepat waktu atas transaksi dan
kejadian

3. Indikator - indicator
Terselenggaranya sistem informasi akutansi yang dapat menyajikan
informasi keuangan yang relevan, akurat dan tepat waktu.

(3.9) Sub Unsur Pembatasan Akses Atas Sumber Daya dan
Pencatatannya

Sumber daya merupakan suatu yang bernilai dan berguna

untuk mencapai tujuan instansi pemerintah. Tujuan instansi
pemerintah hanya akan tercapai dengan baik apabila terdapat
penyediaan dan pengelolaan sumber daya yang memadal. Mengingat
sumber daya sifatnya bernilai, berguna dan memiliki sifat kelangkaan,
maka diperlukan pengendalian yang memadai atas sumberdaya
tersebut. Pengendalian dilakukan antara lain dengan membatasi akses
terhadap sumberdaya dan pencatatannya. Hal ini dimaksudkan agar
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tidak ada pihak yang dapat menyalagunakan sumber daya untuk
kepentingan pribadi dan golongan. Sumber dayvadan pencatatan yang
dimiliki oleh instansi pemerintah merupakan sarana penting untuk
membantu pencapaian tujuan orgaanisasi.

Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya dapat
diartikan sebagai bentuk pengendalian dengan cara membatasi
peluang atau hak menggunakan atau memasuki suatu tempatl yang
dimaksud untuk melindungi dan mencegah perolehan penggunaan
atas peraalatan, persediaan, surat-surat berharga, uang, sumber daya
manusia, sumberdaya alam, metode kerja, informasi, dokumen
kepemilikan asset, pencatatan harta lainnya. Dalam konteks SPIP
pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya dilakukan
dalam ruang lingkup pengelolaan kegiatan untuk mencapai tujuan
instansi pemerintah

Untuk mengetahui ruang lingkup pembatasan akses atas
sumber daya dan pencatatannya berikut diberikan pengertian
mengenai akses dan sumber daya. Akses diartikan sebagai peluang
atau hak menggunakan/memperoleh sesuatu, atau memasuki sesuatu
tempat. Pembatasan akses adalah membatasi agar hanya pihak
tertentu yang dapat, menggunakan |/ memperoleh sesuatu, atau
memasuki sesuatu tempat. Penyelenggaraan Kegiatan pengendalian
pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, sekurang-
kurangnya memiliki karakteristik sebagai berilkut:

a. Diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah

Harus dikaitkan dengan proses risiko

Disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah

Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis

Prosedur harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara
tertulis

Dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pembatasan
akses atas sumber daya dan pencatatannya tersebut masih sesuai
dan berfungsi seperti yang diharapkan

opo o

el

1. Tujuan dan manfaat

Tujuan sub unsur ini adalah:

a. Mengurangi risiko penggunaan tanpa otorisasi atau kehilangan
asset negara

b. Mengurangi peluang bagi petugas terkait untuk memanipulasi
transaksi

c. Tercapainya pengamanan asset dan keandalan pelaporan
sumber daya, yang dapat mendorong operasi yang efektif dan
efisien, yang pada akhirnya akan membantu pencapaian
sasaran, sesuai dengan arahan pimpinan.

Manfaat dari sub unsur ini berupa kepastian adanya
penggunaan sumber daya dan pencatatan yang baik, vang pada
akhirnya akan membantu pencapian sasaran, sesuai dengan
arahan pimpinan.
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2. Parameter Penerapan
Pimpinan instansi pemerintah memberikan akses hanya kepada
pegawai yang berwenang dan melakukan reviu atas pembatasan
tersebut secara berkala.

3. Indikator-indikator
a. Adanya kebijakan atas akses terhadap sumber daya
b. Adanya reviu atas kebijakan pembatasan akses terhadap sumber

dava

(3.10) Sub Unsur Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatan

Sebagai salah satu sub unsur dari kegiatan pengendalian, merupakan
pengendalian yang penting sebagai perwujudan pertanggungjawaban
seseorang atau unit kerja dalam mengelola sumber daya yang diberikan
kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan, Sub unsur ini juga merupakan
penetapan serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur, dalam rangka
mengatasi risiko guna membantu meyakinkan manajemen dalam pencapian
tujuan secara efektif,

Secara sempit, akuntabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan
untuk memberi jawaban kepada otoritas lebih tinggi atas tindakan
seseorang atau kelompok orang. Sedangkan pengertian sumber daya adalah
segala sesuatu yang berharga dan bernilai. Dalam konteks bernegara,
sumber daya umumnya berupa sumberdaya manuasia (aparatur
pemerintah), sumberdaya alam, sarana dan prasarana, dana serta metode
kerja. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatan dapat diartikan
sebagai perwujudan tanggungjawab seseorang atau unit organisasi dalam
mengelola sumber daya yang telah diberikan dan dikuasai dalam rangka
pencapian tujuan, melalui suatu media berupa laporan akuntabilitas secara
preodik.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian berupa akuntabilitas
terhadap sumber daya dan pencatatannya, perlu memperhatikan sekurang-
kurangnya sebagai berikut:

a, Diutamakan pada kegiatan pokok instansi pemerintah

b. Harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko

c. Disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah

d. Ditetapkan dalam kebijakan daan prosedur secara tertulis

e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang
ditetapkan secara tertulis

f. Dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut
masih sesuai dan berfungsi seperti vang diharapkan

Dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian berupa akuntabilitas
terhadap sumber daya dan pencatatannya, harus mempertimbangkan
kecukupan pengendalian tersebut dihubungkan dengan proses penilaian
risiko.

1. Tujuan dan Manfaat
Tujan antara yang ingin dicapai dan manfaat yangdapat diperoleh
dari penyelenggaraan sub unsur ini adalah:
a. Terwujudnya pertanggunjawaban atas sumber daya
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b. Tersedianya umpan balik bagi perbaikan

Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pencapaian sasaran sebagai
berikut:

a. Terselenggaranya kebijakan pengendalian yang dilakukan oleh
pegawai

b. Yang bertanggungjawab terhadap penyimpangan sumber daya
dan pencatatannya

c. Terselenggaranya kebijakan dan prosedur dalam rangka
pelaksanaan reviu atas kegiatan pengendalian tersebut diatas
secara berkala

2. Para meter Penerapan
Pimpinan instansi pemerintah menugaskan pegawai yang
bertanggunjawab terhadap penyimpanan sumber daya dan
pencatatannya serta melakukan reviu atas penugasan tersebut
secara berkala

3. Indikator - indicator
Pimpinan menerima laporan  pertanggungjawaban  atas
penyimpanan, pencatatan dan penggunaan sumber daya

(3.11) Sub unsur Dokumentasi Yang Baik Atas Sistem Pengendalian
Intern Serta Transaksi dan Kejadian Yang Penting

Dokumentasi adalahberupa kebijakan administrative, pedoman
akutansi dan pedoman lain nya yang berlaku dan diterapkan pada
pemerintah daerah, ciri-ciri dokumentasi yang baik adalah tertulis,
lengkap, akurat, tersedia setiap saat, dipelihara, dikelola dan
dimutakhirkan. Dokumentasi yang baik berfungsi sebagai alat uji atas
efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam penyenggarakan
dokumentasi yang baik tersebut, pimpinan instansi pemerintah wajib
memiliki mengelola, memelihara dan secara berkala memutakhirkan
dokumentasi yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian
penting. Pendokumentasian yang baik tersebut dilakukan agar
kegiatan dapat dikendalikan dan dievaluasi.

Dokumentasi diartikan juga sebagai suatu proses pemberian
bukti, atau bahan/materi yang digunakan dalam berkomunikasi dan
pemberian dokumen. Dokumen yang dikenal umum adalah tiap
material/bahan (seperti tulisan, video, suara/audio, atau kombinasi
diantaranya), yang digunakan dalam menjelaskan suatu atribut atau
ciri dari suatu obyek, suatu sistem, atau suatu prosedur.

Keberagaman pendokumentasian dalam sistem pengendalian
intern dari suatu instansi pemerintah akan bergantung pada factor-
faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi instansi pemerintah.
Organisasi yang lebih besar, biasanya memiliki dokumentasi berupa
pedoman-pedoman resmi yang tertulis tentang kebijakan., bagan
organisasi, uraian pekerajaan, perintah operasi/ pelaksanaan, alur
sistem informasi dan seterusnya. Organisasi yang lebih Kkecil,
umumnya memiliki dokumen berupa pedoman tertulis yang jauh lebih
sedikit dan simple.
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Tujuan dan Manfaat

Tujuan penerapan sub unsur dokumen tasi yang baik atas SPI
serta transaksi dan kejadian penting adalah terselenggranya dokumen
tasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadianpenting. Tujuan
tersebut dapat dicapai melalui sasaran sebagai berikut: pimpinan
instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara secara
berkala memutakhirkan dokumentasi yang mencakup seluruh SPI,
serta transaksi dan kejadian penting.

Penerapan sub unsur dokumentasi yang baik atas SPl serta
transaksi dan kejadian penting dapat memberi manfaat sebagai
berikaut:

a. Meningkatkan keandalan dari pengendalian intern, Dokumen tasi
atas kebijakan dan prosedur pengendalian intern akan lebih
menjadikan andalanya suatu SPL. Tanpa dokumentasi yang cukup
atas kebijakan dan prosedur pengenadalian, keandalan suatu SPI
akan bergantung pada konsistensi sikap dan kemampuan
perseorangan yang melaksanakan prosedur pengendalian

b, Memungkinkan pemantauan yang efektif. Manajemen diwajibkan
untuk melaporkan perubahan-perubahan yang
material/berpengaruh besar dalam pengandalian intern secara
berkala. Dokumentasi yang baik memberi wadah untuk melakuakn
hal ini. Dokumentasi yang baik ini dapat merupakan refleksi
(gambaran yang muncul) dari sistem pengendalian intern

1. Parameter Penerapan
Pimpinan Instansi Pemerintah telah memiliki, mengelola,
memelihara dan secara berkala memutakhirkan dokumentasi
mencakup seluruh sistem pengendalian intern serta transaksi dan
kejadian penting.

2. Indikator-indikator
Seluruh proses dan kejadian yang berkaitan dengan efektivitas
pelaksanaan pengendalian intern telah didokumentasikan

D. UNSUR INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(4.1) Sub Unsur Informasi
Data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk mengambil

keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi
pemerinta. Dalam perkembangan sekarang, informasi dimaknai sangat
luas karena tidak saja menyangkut data, tetapi sudah mengarah
kepada pengetahuan (knowledge), wisdom, dan bahkan action. Data
dan informasi kurang berdaya guna apabila tidak diinformasikan
menjadi suatu yang lebih bermakna, yaitu sebagai knowledge dan
tindakan.
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1. Tujuan dan Manfaat

Tujuan agar tersedia acuan bagi SKPD dilingkungan pemerintah
daerah dalamm mengembangkan sistem pengendalian intern,
khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem
informasi. Manfaat bagi SKPD di pemerintah daerah dalam
mengimplementasikan penyelenggaraan sistem informasi atau
menjadi pedoman dalam mengembangkan pedoman teknis SPIP
sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing,.

2. Parameter Penerapan
a. Informasi dari sumber internal dan eksternal yang relevan
dengan tugas dan fungsi telah diperoleh dan disampaikan
kepada pimpinan instansi pemerintah
b. Semua informasi vang diperoleh sudah diidentifikasi dan
disitribusikan kepada berbagai pihak yang memerlukan, dalam
bentuk dan waktu yang tepat

3. Indikator -indikator

a. Pimpinan dan semua tingkatan sudah memperoleh informasi
internal dan eksternal untuk mengambil keputusan.

b. Informasi sudah disiapkan dalam bentuk rincian yang tepat dan
didistribusikan kepihak yang memerlukan secara tepat waktu

¢. Informasi keuangan dan kinerja sudah disediakan guna
mendukung penyusunan pelaporan keuangan dan laporan
kinerja

(4.2) Sub Unsur Penyelenggaraan Komunikasi Yang Efektif

Komunikasi sebagai sebuah proses penyampian pesan atau
informasi dengan menggunakan symbol atau lambang tertentu, baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.
Efektivitas dari komunikasi terlihat dari umpan balik yang ditunjuk oleh
pihak yang menerima pesan. Umpan balik itu akan menunjukkan apakah
telah terjadi kesamaan pemahaman atas makna pesan yang disampaikan.

Komunikasi yang efektif harusnya terjadi disegala arah, mengalir dan
atas kebawah dan lintas unit organisasi, serta mencakup seluruh komponen
dan struktur organisasi. Salah satu saluran komunikasi yangpaling krisis,
adalah komunikasi anatara atasan dan bawahan.

Komunikasi dalam pengendalian intern terdiri dari komunikasi intern
dan komunikasi ekstern. Komunikasi intern adalah komunikasi yang terjadi
dalam organisasi instansi pemerintah yaitu antar pegawai (komunikasi
horizontal, maupun antara atasan dan pegawai (komunikasi vertical)
komunikasi vertikal menjadi saat pimpinan memberi araha kepada bawahan
agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan saat bawahan
menyampiakan laporan pelaksanaan tugas.

Komunikasi ekstern adalah komunikasi yang terjadi antara para pihak
didalam instansi pemerintah dengan pihak ekstern. Hal ini mencakup
komunikasi dengan masyarakat dan instansi pemerintah lainnya, serta
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kelompok lainnya dpat memberi masukan terhadap kualitas pengendalian
intern tersebut.

1. Tujuan dan Manfaat
Komunikasi bertujuan untuk menyampaikan pesan untuk
mendapatkan umpan balik, sehingga komunikasi yang dilakukan
efektif. Komuikasi intern berjutuan untuk menciptakan dan
mempertahankan sistem pengendalian yang konstruktif dan
lingkungan kerja yang kondusif.

Komunikasi yvang baik memungkinkan seluruh pimpinan dan
pegawai di instansi pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugas
mereka dengan baik serta aspek pengendalian penting yang terkait
dapat berjalan secara memadai. Infoemasi harus dikomunikasikan
oleh pimpinan kepada para pegawainya agar mereka mempunyal
dasar perencanaarn, agar rencana-rencana itu dapat dilaksanakan.

Komunikasi ekstern bertujuan untuk memberikan informasi
tentang proses dan kinerja kegiatan atau layanan kepada
masyarakat dengan standar etika yang ditentukan. Tujuan lain dari
komunikasi ini adalah untuk mendapatkan masukan terhadap
kualitaspengendalian intern pada instansi pemerintah, untuk
memastikan apakah pengendalian intern sualu instansi dapat
berjalan secara efektif.

Manfaat dari komunikasi yang efektif adalah:

a. Agara seluruh kegiatan dapat berlangsung /dilaksanakan sesuai
rencana

b. Agar seluruh pegawai dalam organisasi dapat saling bekerja
sama untuk mencapai tujuan organisasi

c. Agar dapat saling menerima dan menyampaikan
informasi/pesan untuk kelancaran kegiatan

d. Meningkatkan transpransi dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintah

e. Meningkatkan kualitas kegiatan dan layanan public oleh
instansi pemerintah

f. Meningkatkan kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat

g. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung
kebijakan, program dan kegiatan instansi pemerintah

h. Mengurangi keluhan dan ketidak puasan pengguna jasa

i. Meningkatkan kepercayaan, citra dan reputasi kelembagaan

2. Parameter Penerapan Komunikasi
Pimpinan instansi harus memastikan terjalinnya komunikasi
internal yang efektif.
Parameter Bentuk dan Sarana
Instansi pemerintah mengelola, mengembangkan dan
memperbaharui sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan
dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus.

I, 1Tl DIDLLIIL LTIV L A Cads et i A SR ——————— ==
yang akurat dan tepat walktu (SIMDA keuangan/BMN, SIM HP,
SAI, atau sistem informasi Manual)

L e T e e e e m i
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instansi. Pemantauan sistem pengendalian intern juga
dimasukkan untuk menialai efisiensi prosedur yang telah
diterapkan manajemen. Prosedur yang tidak efisien akan
dikomunikasikan kepada manajemen untuk diperbaiki.

Bila pemantauan berkelanjutan dirancang dan diterapkan
dengan baik, instansi pemerintah akan mendapatkan manfaat
yaitu:

a. Dapat mengidentifikasi dan memeprbaikai maslah yang
berhubungan dengan pengendalian intern

b. Menghasilkan informasi yang akurat dan terpercaya untuk
pengambilan keputusan

c. Menghasilkan laporan yang akurat dan tepat waktu

d. Dapat memberikan penilaian secara berkala terhadap
efektivitas pengendalian intern

2. Parameter Penerapan

a. Dalam proses melaksanakan kegiatan rutin, pegawai instansi
pemerintah mendapatkan informasi berfungsinya
pengendalian intern secara efektif

b. Struktur organisasi dan supervise yang memadai dapat
membantu mengawasi fungsi pengendalian intern

¢. Pimpinan meminta masukan tentang efektivitas pengendalian
intern

3. Indikator - indicator

a. Pejabat terkait harus menjamin keakuratan laporan keuangan
dan kinerja unit kerja dan bertanggungjawab ata kesalahan
yang ditemukan

b. Adanya pengawasan intern oelh APIP uang independen dan
tidak melakukan tugas operasional sehingga dapat
meningkatkan efektivitas pengendalian

c. Diselenggarakan rapat pembahasan untuk mengidentifikasi
kelemahan dan perbaikan pengendalian intern

(5.2) Sub Unsur Evaluasi Terpisah

Dalam kontek penyelenggaraan SPIP, pengertian evluasi
terpisah adalah kegiatan membandingkan pelaksanaan SPIP dengan
standar yang telah ditentukan dalam daftar uji atau instrument
lain, yang telah ditetapkan pimpinan instansi pemerintah atau
pelaksana evaluasi terpisah. Evaluasi terpisah mencakup penilaian
yang dilakukan srcara terpisah melului penilaian sendiri, reviu,
danpengujian efektifitas sistem pengendalian intern. Evaluasi
terpisah ini, dapat dicapai melaui penilaian yang dilakukan oleh
instansi pemerintah itu sendiri, aparat pengawas intern pemerintah
(APIP) atau pehak eksternal yang independen. Penilaian sebdirl yvang
dilaksanakan secara regular, membantu pimpinan untuk
mengetahui lebih awal permasalahan yang sedang terjadi, sehingga
dapat meminimalkan dampak atau akibat.
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1. Tujuan dan Manfaat
Sistem pengendalian intern pemerintah diselenggarakan
dengantujuan untuk memberikan keyakinan memadal atas
tercapinya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan
efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan assel
Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
Evaluasi terpisah atas sistem pengendalian intern
bertujuan untuk menilai kinerja sistem tersebut apakah sudah
berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya evaluasi
terpisah, diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dari
pengendalian yang dirumuskan oleh manajemen, menetukan
penyebab gagalnya aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya
terhadap pencapaian tujuan instansi. Evaluasi terpisah juga
dimaksudkan untuk menilai efisiensi prosedur yang
telahditetapkan oleh manajemen. Prosedur yang tidak efisien
akan dikomunikasikan kepada manajemen untuk diperbaiki.
Selanjutnya, tidak lanjut dilakukan atas setiap
rekomendasivang dihasilkan oleh evaluasi terpisah. Tujuannya
adalah untuk memperbaikai dengan segera kelemahan sistem
pengendalian intern. Bila evaluasi terpisah dan tindak lanjut
rekomendasinya diterapkan dengan baik, instansi pemerintah
akan mendapatkan manfaat yaitu:
a. Menghasilkan informasi yang akurat dan tercapainya untuk
pengambilan keputusan
Menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu
Meningkatkan efektivitas penanganan asset
Dipenuhinya ketentuan yang berlaku
Tercapainya tujuan instansi pemerintah

. Bact

2. Parameter Penerapan

Evaluasi terpisah

a. Ruang lingkup dan prekuensi evaluasi pengendalian intern
secara terpisah dan memadai

b. Pengendlian intern instansi memerintah harus logis dan
memadali

Penyelesaian Audit

a. Instansi pemerintah memiliki mekanisme untuk meyakinkan
ditindak lanjutinya temuan audit atau reviu lainnya dengan
segera

b. Instansi pemerintah menindaklanjuti temuan dengan
rekomendasi audit dan reviu lainnya dengan tepat

3. Indikator - indicator
a. Lingkup dan frekuensi evaluasi terpisah atas pengendalian
intern telah mempertimbangkan hasil penilaian risiko dan
efektivitas pemantauan berkelanjutan.
b. Kegiatan evaluasi terpisah telah dilakuan oleh pegawai yang
kompoten pada saat yang tepat
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. Metodologi evaluasi pengendalian intern mencakup selt
assessment dengan check list, daftar kuesioner, perangkat
lain dan analisis yang memadai

. Adanya dokumentasi hasi evaluasi yang membandingkan
rancangan pengendalian intern dengan pelaksanannya

. Adanya kebijakan penangannan tindak lanjut temuan (vang
mencakup reviu terhadap kelayakan temuan dan tindak
lanjut)

Adanya pernyataan yang jelas dari pimpinan instansi
pemerintah atas temuan dan rekomendasi vang tidak dapat
ditindak lanjuti

. Dilakukannya tindak lanjut temuan dan rekomendasi
sesegera mungkin

. Dilakukan up dating daftar temuan, rekomendasi dan tindak
lanjut

Dilaporkannya tindak lanjut temuan dan rekomendasi kepada
unit atasan instansi pemerintah yang bersangkutan.
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BAE VI
PENUTUP

Patut diingan sistem pengendalian intern pemerintah bukan hanya
upaya membentuk mekanisme administrative tetapi juga upaya melakukan
perubahan sikap dan perilaku (soft factor). Peraturan pemerintah araupun
peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan SPIP bukan suatu akhir
namun merupakan awal dari penyelenggaraan SPIP, oleh karenanya
implementasi SPIP sangat memerlukan komitmen, teladan pimpinan dan
niat baik seluruh pejabat dan pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten
Merauke.

Pedoman teknis penyelenggaraan SPIP digunakan sebagai acuan
dalam rangka penyelenggaraan SPIP dilingkungan pemerintah Kabupaten
Mimika. Setelah pedoman ini ditetapkan dan diperlakukan, maka setiap
SKPD dilingkungan pemerintah Kabupaten Merauke wajib mengikuti
langkah-langkah  yang tertuang  didalamnya. Pedoman teknis
penyelenggaraan SPIP akan disesuaikan dikemudian hari dengan
perkembangan teori dan praktik pengendalian intern yang berkembang.

Satgas penyelenggraan SPIP vang telah terbentuk bertugas
melaksanakan pemetaan (diagnostic assessment) dan mengsosialisasikan
SPIP pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah
Kabupaten Mimika. Dalam melaksanakan tugasnya terlebih dahulu
melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika
sebagai pengawas pelaksanaan SPIP serta didampingi oleh BPKP sebagal
Pembina pelaksanaan SPIP untuk mendapatkan petuntuk pelaksanaan yang
tepat sesuai dengan kondisi dan karakteristik instansi pemerintah.

Terselenggaranya SPIP  secara bertahap pada setap SKPD
dilingkungan pemerintah Kabupaten Mimika, akan diikuti dengan
penyelenggaraan SPIP pada tingkat unit kerja, sehingga akan membangun
SPIP ditingkat Kabupaten Mimika., Dengan dilakukannya pemantauan
secara berkala atas penyelenggaraan SPIP setiap SKPD dan unit kerja,
diharapkan menjadi perbaikan secara berkelanjutan sehingga dapat
mewujudkan pencapaian empat tujuan sistem pengendlian intern
pemerintah yaitu kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan.

Perbaikan SPIP secara berkelanjutan pada akhirnya akan
memperbaikai pelaporan keuangan pemerintah, efisien dan efektivitas
kegiatan dan ketaatan pada pleraturan serta iklim yang kondusif untuk
mencegah KKN yang akan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan
Negara yang bermuara pada tata kelola pemerintah yang baik.
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